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PRAKATA 

Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digariskan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai 
seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasan dan kesastraan merupakan 
salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh­
sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tercapai. Tujuan 
akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain, adalah meningkatkan 
mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi 
nasional, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Untuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesas­
traan, seperti (I) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan; (2) penyu­
sunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah serta kamus 
istilah dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku-buku pedoman; 
(4) penerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya sastra daerah 
dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa 
Indonesia melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio; (6) pengem­
bangan pusat informasi kebahasaan dankesastraan melalui inventarisasi, pene­
litian, dokumentasi , dan pembinaan jaringan informasi kebahasaan; dan (7) 
pengembangan tenaga , bakat , dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra me­
lalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah 
penghargaan . 

Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Peme­
rintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pe­
ngembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pacta Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa pacta tahun 1974. Setelah Proyek Pengembangan 
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan selama sepuluh tahun, pacta 
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tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sas­
tra Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah. 

Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan 
mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan 
sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, 
dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia . 

Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, 
dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah-nas­
kah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah di­
nilai dan disunting . 

Buku Kamus Istilah Tata Negara ini semula merupakan naskah yang 
berjudul "Kamus Istilah Tata Negara" . Naskah itu, diterbitkan oleh Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Akh.irnya, kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan 
semua pihak yang memungkinkan terwujudnya penerbitan buku ini, kami 
ucapkan terima kasih yang t.idak terhingga. 

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengem­
bangan bahasa dan ·sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas. 

Jakarta, November 1985 
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KATA PENGANTAR 

Peristilahan dalam bahasa Indonesia untuk berbagai bidang ilmu pengeta­

huan dan teknologi perlu dikembangkan dan dibakukan terus-menerus sejalan 

dengan perkembangan bahasa Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahu­

an dan teknologi yang juga berlangsung terus. Kamus lstilah Tata Negara ini 

disusun dengan harapan dapat ikut serta membantu usaha pengembangan dan 

pembakuan peristilahan tersebut , khususnya peristilahan tata negara dalam 

bahasa Indonesia. 

Kamus /stilah Tata Negara ini disusun berdasarkan istilah-istilah tata 

negara yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan 
buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pe­
doman Umum Pembentukan /stilah, terbitan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan . 

Penyusunan dan penerbitan Kamus Jstilah Tata Negara ini dimungkinkan 

oleh bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu , pada tempatnyalah kami 

mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pemimpin Proyek 

Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, yang telah memberikan kepercayaan dan bantuan 

dana kepada tim peneliti dan penyusun serta menerbitkan kamus ini, dan 

kepada semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penyusunan kamus 

ini. 
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Kamus Jstilah Tata Negara ini belum lengkap dan masih perlu disem­
purnakan. Oleh karena itu , saran-saran perbaikan dari pembaca sangat kami 

harapkan . 

Jakarta, 1984 

Tim Penyusun 
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abolisi pengampunan yang diberi­
kan oleh kepala negara kepada 
seseorang atau sekelompok 
orang sebelum proses peradilan 
dilakukan 

absolut tidak terbatas (mutlak) 

absolutisme ajaran kekuasaan yang 
tidak terbatas (mutlak) 

abstain tidak memberikan pen­
dapat dalam pengambilan kepu­
tusan 

adopsi pengangkatan anak 

advokat orang yang melakukan tu ­
gas pembelaan/mernberikan ban­
t uan hukum dalam sidang peng­
adiJan , baik dalam pcrkara perda­
ta maupun pidana 

aklamasi cara pengambilan keputus­
an dengan tan pa ada pendapat 
lain sehingga tidak perlu diada­
kan penghitungan suara 

akting presiden pemangku sementa­
ra jabatan presiden dan yang me­
laksanakan pekerjaan sehari-hari 

A 
presiden sampai presiden dan 
wakil presiden yang dipilih oleh 
majelis me me gang jabatannya 

amnesti gugumya' hak untuk me­

nuntut" dan menjalankan pidana 
oleh pengadilan terhadap sese­
orang atau sekelompok orang. 
Amnesti diberikan oleh kepala 
negara ketika proses peradilan 
dilakukan 

analogi mempergunakan undang-un­
dang untuk ·suatu peristiwa yang 
tidak disebutkan dalam undang­
undang terseb ut , dengan jalan 
memperluas isi atau maknanya 
menjadi perumusan yang bersifat 
Juas sehingga dapat diperguna­
kan untuk mencakup peristiwa 
lain 

anarkisme pal1am atau aliran yang 
anti terhadap adanya pemerin­
tall, anti hu kum dan anti terha­
dap mekanisme yang melaksana­
kan hukum. Anarkisme mencita­
citakan masyarakat tanpa nega-



apatride 

ra. Keharmonisan dalam kehi­
dupan masyarakat dilakukan me­
lalui kesepakatan sukarela antara 
orang-orang atau kelompok 

apatride tidak merniliki kewargane­
garaan atau tanpa kewarganega­
raan 

apel upaya hukum tingkat pertama 
pada Pengadilan Tinggi 

arbitrase suatu penyelesaian perseli­
sihan atau persengketaan yang 
dilakukan oleh pihak ketiga ber­
dasarkan kesepakatan dari pihak­
pihak yang bersengketa 
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asisten wedana 

aristokrasi pemerintahan yang dila­
kukan oleh beberapa orang yang 
secara moral maupun intelektual 
merniliki kele bihan/keunggulan 
dan menjalankan pemerintahan 
untuk kepentingan rakyat ba­
nyak 

ASEAN perhimpunan negara-nega­
ra Asia Tenggara (Association of 
East Asian Nations) yang berang­
gotakan negara-negara Indonesia , 
Muangthai, Malaysia, Singapura, 
Filipina, dan Brunei Darusalam 

asisten wedana lihat carnat 



Badan Kerjasama antar parlemen/ 
Dewan Perwakilan Rakyat alat ke­

lengkapan Dewan Perwakilan 
Rakyat yang mempunyai tugas 
mengadakan hubungan persaha­
batan dan kerjasama an tara DPR 
dengan Parlemen negara lain 

Badan Musyawarah alat kelengkap­
an Dewan Perwakilan Rakyat 
yang dipimpin oleh pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan 
mencerminkan fraksi-fraksi de­
ngan tugas antara lain: menetap­
kan acara sidang; memberikan 
pedoman serta pertimbangan ke­
pada Pimpinan DPR. Badan ini, 
dikenal juga pada DPRD yang 
disebut Panitia Musyawarah 

Badan Musyawarah Dewan Perwa­
kilan Rakyat alat kelengkapan De­

wan Perwakilan Rakyat yang 
bersifa t tetap yang mempunyai 
tugas menetapkan acara DPR 
un tuk sa tu tahun sidang atau sa­
tu masa persidangan serta mem­
bantu pimpinan DPR dalam me-

B 
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nentukan kebijaksanaan DPR. 
Pada DPRD dinamakan Panitia 
Musyawarah 

Badan Pekerja Komite Nasional 
Indonesia Pusat badan yang mela­

kukan pekerjaan sehari-hari ke­
giatan Komite Nasional Indone­
sia Pusat 

Badan Pekerja Majelis Permusyawa­
ratan Rakyat salah satu alat keleng­

kapan majelis yang susunan ke­
anggotaannya terdiri dari anggo­
ta tetap dan anggota pengganti 
dengan diketuai oleh wakil ketua 
majelis dari unsur utusan daerah. 
Tugasnya antara lain memper­
siapkan rancangan acara dan ran­
cangan pu tusan -pu tusan sidang 
umum atau sidang is timewa ma­
jelis ; memberi saran dan mem­
pertimbangkan kepada pimpinan 
majelis menjelang sidang umum 
atau sidang istimewa ; membantu 
pimpinan majelis 

Badan Pemeriksa Keuangan lemba­
ga tinggi negara yang terlepas da-



Badan Pemerintah Harian 

ri pengaruh dan kekuasaan pe­
merintah yang bertugas meme­
riksa tanggung jawab keuangan 
negara dan hasil pemeriksaannya 
dilaporkan kepada Dewan Per­
wakilan Rakyat. Dalam Konsti­
tusi RIS & UUDS 1950 disebut 
bewan Pengawas Keuangan 

Badan Pemerintah Harian Pemban­
tu Kepala Daerah, memberi na­
sihat kepada Kepala Daerah, 
baik diminta maupun tidak di­
minta. Badan ini dikenal semasa 
UU No . 18 tah un 1965 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia bad<m 

yang dibentuk pada masa peme­
rintahan pendudukan Jepang 28 
Mei 1945 yang dalam bahasa Je­
pang disebut "Dokuritsu Zyunbi 
Tjoosakai". Badan ini bertugas 
melakukan penyelidikan ke arah 
tercapainya kemerdekaan Indo­
nesia dan telah menghasilkan 
Rancangan Undang-Undang Da­
sar 

Badan Perancang Pembangunan Na­
sional lembaga negara non de­
partemental di bawah presiden, 
dipimpin oleh seorang menteri 
negara untuk membantu presi­
den dalam menetapkan kebijak­
sanaan-kebijaksanaan di bidang 
perencanaan pembangunan na­
sional serta penilaian atas pelak­
sanaannya 
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Bahasa Indonesia 

Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah badan dalam lingkungan pe­

merintah daerah yang bertugas 
merencanakan pembangunan da­
erah 

Badan Permusyawaratan Federal 
badan permusyawaratan yang di­
bentuk oleh Pemerintah Keraja­
an Belanda , terdiri dari kepala­
kepala negara dan perdana men­
teri-perdana menteri negara wila­
yah fe deral dalam usaha pem­
bentukan RIS 

Badan Pertimbangan Daerah badan 
dalam lingkungan pemerintah 
daerah tingkat I atau tingkat II 
yang anggota-anggotanya terdiri 
dari pimpinan DPRD dan unsur 
fraksi-fraksi yang belum terwa­
kili dalam pimpinan DPRD yang 
bersangkutan. Badan ini bertugas 
memberikan pertimbangan-pcr­
timbangan kepada kepala daerah 
dalam menjalankan pemerintah­
an daerah 

Badan Urusan Rumah Tangga Per­
wakilan Rakyat alat kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat yang 
bersifat tetap yang mempunyai 
tugas di bidang kerumahtangga­
an dan kesejal1 teraan DPR. Pad a 
DPRD dinamakan Panitia Ru­
mah Tangga 

banding lihat ape! 

bahasa Indonesia Liliat bahasa ne­
gara 



bahasa negara 

bahasa negara bahasa resmi negara. 
Negara Republik Indonesia meng­
gunakan bahasa Indonesia 

batang tubuh Undang-Undang Da­
sar perin cian dalam bentuk pasal­
pasal clari pokok-pokok pikiran 
yang tcrkanclung clalam pembu­
kaan 

bendera negara suatu tanda penge­
nal dari negara-negara tertentu . 
Benclera negara Indonesia aclalah 
Sang Saka Merah Putih 

berhalangan sementara keadaan ber­
halangan yang tidak untuk sela­
manya dalam melaksanakan ke­
wajiban jabatannya 

berhalangan tetap keadaan berha­
la.ngan, sepe rti mangkat, berhen-
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bupati 

ti , a tau ticlak dapat melaksana­
kan kewajiban dalam masa jabat­
annya 

Berita Negara lembaran resmi yang 
dikeluarkan oleh negara sebagai 
tempat mengumurnkan peratur­
an perunclang-undangan terten tu 

bikameral sistem lembaga perwakil­
an rakyat yang tercliri clari dua 
kamar 

bipatride seseorang mempunyai ke­
warganegaraan ra.ngkap sebagai 
akibat perbedaan stelsel/asas ke­
warganegaraan yang dianut oleh 
dua negara yang berbeda 

bupati kepala wilayah kabupaten 



camat kepala wilayal1 kecamatan 

carik salah satu jabatan dalam pe­
merintallan de sa, disebut juga ju­
ru tulis 

c 
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catur praja pembagian kekuasaan 
pcrncrin tahan negara yang terdiri 
dari: melaksanakan peraturan , 
mcmbuat peraturan; polisi dan 
pcradil an 



daerah istimewa daerah yang mem­
punyai keistimewaan dalam pe­
nyelenggaraan pemerin tahan di 
daerah. Ada dua macam daerah 
istimewa, yaitu Yogyakarta ke­
istimewaannya terletak pada ke­
pala daerahnya yang turun-temu­
run; Aceh , kesimewaannya di­
perkenankan menjalankan sya­
ria t Islam bagi pemeluk-peme­
luknya 

daerah khusus ibu kota daerah oto­
nom sebagai tempat kedudukan 
ibu kota negara 

daerah otonom kesatuan masyara­
kat hukum yang mempunyai ba­
tas wilayah tertentu yang ber­
hak, berwenang, dan berkewajib­
an mengatur dan mengurus ru­
mall tangganya sendiri, seperti 
propinsi (daerah tingkat I), ka ­
bupaten / kotamadya ( daerah 
tingkat II) 

daerah pemilihan daerah untuk pe­
rnilihan anggota Dewan Perwa-

D 
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'kilan Rakyat , yang terdiri dari 
daerah pernilihan tingkat I dan 
daerah pernililian tingkat II 

daerah swatantra lihat daerah oto­
nom 

daerah swatantra tingkat I lihat 
daerah tingkat I 

daerah swatantra tingkat II liliat 
daerah tingkat II 

daerah tingkat I daerah otonom pa­
da tingkat propinsi 

daerah tingkat II daerah otonom 
pada tingkat kabupaten/ kota­
madya 

dekonsentrasi pelimpahan wewe­
nang dari pemerintal1 pusat atau 
kepala wilayah atau kepala in­
stansi vertikal tingkat atasnya 
kepada pejabat-pejabatnya di 
daerah. Misalnya , pelimpahan 
wewenang dari menteri kehakim­
an kepada Kepala Kantor Wila­
yah Departemen Kehakiman 



Dekret Presiden 

Dekret Presiden putusan yang dike­
luarkan oleh Presiden Soekarno 
pada tanggal 5 J uti 19 59 yang 
berambisi: pembubaran Konsti­
tuante, menyatakan UUD 1945 
berlaku kembali, menyatakan ti­
dak berlakunya lagi UUDS 1950 

demosioner suatu keadaan setelah 
perle takan jabatan atau pengun­
duran diri dari jabatan, tetapi 
masih menyelesaikan/ melaksana­
kan tugas selama yang baru/ 
penggantinya belum terbentuk 

demokrasi corak pemerintahan dari 
rakyat, oleh rakyat, dan un1uk 
rakyat . Corak pemerintahan di 
mana kekuasaan mayoritas dilak­
sanakan dengan batas-batas yang 
ditentukan oleh konstitusi yang 
menjamin hak-hak rninoritas se­
perti kebebasan berbicara, ber­
agama, dan sebagainya 

demokrasi formal co rak pemerin­
tahan yang semata-mata dilihat 
dari ada tidaknya lembaga-lem­
baga politik demokratis seperti 
perwakilan rakyat 

demokrasi langsung corak pemerin­
tahan demokrasi yang dilakukan 
secara langsung. Corak pemerin­
tahan di mana hak membuat ke­
putusan politik dilakukan secara 
langsung o!eh semua warga ne­
gara 

demokrasi material corak pemerin­
tahan yang menjarnin kemerde­
kaan dan persamaan , seperti ke-
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delegasi 

merdekaan berpikir dan menge­
luarkan pcndapat, kemerdekaan 
berapat dan berkumpul, kemer­
dekaan mengatur diri sendiri 
yang dilandasi corak pe merin ­
tahan 

demokrasi Pancasila kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmah ke­
bijaksanaan dalam permusyawa­
ratan perwakilan yang mengan­
dung semangat Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kemanusiaan yang 
ad il dan beradab, persatuan In­
donesia, dan keadilan sosial 

demokrasi terpimpin corak peme­
rintahan yang untuk pertama 
kali dipakai secara resmi di da­
lam pidato Presiden Soekarno 
pada tanggal 10 Nopember 1956 
ketika membuka Konstituante, 
yaitu corak demokrasi yang me­
ngenal satu pimpinan men uju tu­
juan suatu masyarakat kead ilan 
so sial 

demokrasi tidak langsung corak pe­
merintahan de mokrasi yang dila­
kukan melalui badan perwakilan 
yang dipilih oleh rakyat. Corak 
pemerintal1an demokrasi di ma­
na warga negara diberi hak turut 
serta menentukan keputusan po­
litik melalui badan perwakilan 
yang dipilih dan bertanggung ja­
wab kepada rakyat 

delegasi wewenang penyerahan we­
wenang dari atasan kepada ba­
wahan dalam suatu lingkungan 



departemen 

tugas terten tu dengan kewajiban 
mempertanggungjawabkan kepa­
da yang menugaskannya 

departemen lembaga pemerintah 
yang dipimpin seorang mente ri 

Departemen Agama lembaga peme­
rintah yang dipimpin oleh Men­
teri Agama yang memegang tu­
gas, wewenang dan tanggu ng ja­
wab urusan agama 

Departemen Dalam Negeri lembaga 
pemerintah yang dipimpin Men­
teri Dalam Negeri yang meme­
gang t ugas, wewenang, dan tang­
gun gjawab urusan dalam negeri 

Departemen Kehakiman lembaga 
pemerin tah yang dipimpin oleh 
Menteri Kehakiman yang meme­
gang tugas , wewenang, dan tang­
gung jawab urusan kehakiman 

Departemen Kehutanan lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Kehutanan yang meme­
gang tugas, wewenang, dan tang­
gung jawab urusan kehutanan 

Departemen Kesehatan lembaga pe­
merintah yang dipimpin oleh 
Menteri Kesehatan yang meme­
gang tugas , wewenang, dan tang­
gung jawab urusan kesehatan 

Departemen Keuangan lembaga pe­
merintah yang dipimpin oleh 
Menteri Keuangan yang meme­
gang tugas, wewenang, dan tang­
gung jawab urusan keuangan 
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Departemen Perdagangan 

Departemen Koperasi lembaga pe­
merintah yang dipimpin oleh 
Menteri Koperasi yang meme­
gang tugas , wewenang, dan tang­
gung jawab urusan koperasi 

Departemen Luar Negeri lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Luar Negeri yang me me­
gang tugas, wewenang, dan tang­
gung jawab urusan luar negeri 

Departemen Pariwisata , Pos dan Te­
lekomunikasi lembaga pemerin­
tah yang dipimpin oleh Menteri 
Pariwisata, Pos dan Telekomu­
nikasi yang memegang tugas, we­
wenang , dan tanggung jawab 
urusan pariwisata , pos dan tele­
komunikasi 

Departemen Pendidikan dan Kebu­
dayaan lembaga pemerintah 
yang dipimpin oleh Menteri Pen­
didikan dan Kebudayaan yang 
memegang tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab urusan pendidik­
an dan kebudayaan 

Departemen Penerangan lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Penerangan yang meme­
gang tugas , wewenang, dan tang­
gung jawab urusan penerangan 

Departemen Perdagangan lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Perdagangan yang me­
megang tugas, wewenang , dan 
tanggung jawab urusan perda­
gangan 



Departemen Perhubungan 

Departemen Perhubungan lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Perhubungan yang me­
megang tugas, wewenang , dan 
tanggung jawab urusan perhu­
bungan 

Departemen Perindustrian lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Perindustrian yang me­
megang tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab urusan perindus­
trian 

Departemen Pertahanan Keamanan 
lembaga pemerintah yang di­
pimpin oleh Menteri Pertahanan 
Keamanan yang memegang tu­
gas, wewenang, dan tanggung ja­
wab urusan pertahanan keaman­
an 

Departemen Pertambangan dan 
Energi lembaga pemerintah 
yang dipimpin oleh Menteri Per­
tambangan dan Energi yang me­
megang tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab urusan pertam­
bangan dan energi 

Departemen Pertanian lembaga pe­
merintah yang dipimpin oleh 
Menteri Pertanian yang meme ­
gang tugas, wewenang, dan tang­
gung jawab urusan pertanian 

Departemen Sosial lembaga peme­
rintah yang dipimpin oleh Men­
teri Sosial yang memegang tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab 
urusan sosial 
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desentralisasi fungsional 

Departemen Tenaga Kerja lembaga 
pemerintah yang dipimpin oleh 
Menteri Tenaga Kerja yang me­
megang tugas, wewenang , dan 
tanggung jawab urusan tenaga 
kerja 

Departemen Transmigrasi lembaga 
pemerintah yang d1pimpin oleh 
Menteri Transrnigrasi yang me­
megang tugas, wewenang, dan 
tanggung jawab urusan transrni­
grasi 

desa suatu wilayah yang ditempati 
oleh sejurnlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat, termasuk 
di dalanmya kesatuan masyara­
kat hukum yang mempunyai or­
ganisasi pemerintahan terendah 
langsung di bawah camat yang 
berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri 

desapraja kesatuan masyarakat hu­
kum yang tertentu batas-batas 
daerahnya, berhak mengurus ru­
mah tangganya sendiri , memilih 
penguasanya, dan mempunyai 
harta benda se ndiri 

desentralisasi penyerahan urusan 
pemerintahan dari pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah 
tingkat atasnya kepada daerah 
menjadi urusan rumah tangga­
nya 

desentralisasi fungsional pengakuan 
adanya hak pada golongan untuk 
mengurus suatu kepentingan ter­
tentu di daerah-daerah 



desentralisasi kebudayaan 

desentralisasi kebudayaan pengaku­
an adanya hak pada golongan­
golongan kecil dalam masyarakat 
menyelenggarakan kebudayaan­
nya sendiri di daerah-daerah 

desentralisasi politik pengakuan 

adanya hak mcngurus kcpcnting­
an ruma h tangga scndiri pada 
badan-badan politik di daerah­

dacrah yang dipi l ih oleh rakyat 
dalam dacrah-dac r:.tll tcrtcntu 

determinasi me mbu:: t pengkhusus­
an dari suatu asas dalam undang­
undang yang mcmpunyai arti 
luas 

Dewan Nasional bacl :lll yang dibcn­
tuk pada mas:t pc mcrintahan 
Socbrno yang mcwakili golong­
an katyJ dan bcrkccludukan sc­
bagai pcnaschat pemcrintah 

Dewan Menteri badan yang tercliri 
dari mentcri-menteri dcngan cli­
ketuai oleh pcrdana mentcri, sc­
bagai pelaksana pcmcrin tall an 
yang nyata yang dibcntuk me­
lalLti clukun g:m parlcmen (DPR). 
Badan ini biasanya ctikcnal da­
lam sistcm pemcrintahan parlc­
menter 

Dewan Pemerintah Oaerah unsur 

pemerintah daerah y<mg diketuai 
oleh Kepala Dacrah . Dewan Pe­

merintah Dacrah bersama-sama 
Kepala Dacrah menjalankan pc­

merintahan daerah. Anggota De­
wan Pemerintah Dacrah dipil ih 
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Dewan Perwakilan Rakyat 

dari dan oleh DPRD yang ber­
sangkutan. Dewan semacam ini, 

dikenal pada masa UU No. 1 ta­

hun 1957. 

Dewan Pengawas Keuangan lihat 

Badan Pemeriksa Keuangan 

Dewan Perancang Nasional lihat 

Bappenas 

Dewan Pertimbangan Agung le m­
baga tinggi negara yang berkewa­
jiban membcri jawaban atas per­
tanyaan presidcn dan berhak me­
majukan usu1-usul kepada presi­
den, baik diminta atau tidak 

Dewan Pertimbangan Agung Semen­
tara lembaga yang dibcntuk bcr­
dasarkan Penetapan Presiden No. 
3tahun 1959 

Dewan Pertimbangan Otonomi Da­
erah badan yang terdiri dari be­
berapa orang menteri dan dike­
tuai oleh menteri clalam negeri 

un tuk memberik:m pertimbang­
an-pertimbangan dan saran-saran 
kepada presiden tentang penam­
baltan penyerahan urusan -urusan 
kepada daerah, penaiikan kem­
bali sesuatu urusan yang semula 
telah cliserahkan kepada c!aerah, 

penghapusan sesuatu daerah dan 
pembentukan daerah-daerah ba­
ru 

Dewan Perwakilan Rakyat lembaga 
tinggi negara pemegang kekuasa­
an Jegislatif yang bersama-sama 
presiden membentuk undang-un­
dang 



Dewan Perwakilan Rakyat 

Dewan Perwakiiwl Rakyat Gotong 
Royong liha t Dewan Perwakilan 
Semen tara 

Dewan Perwakilan Rakyat Semen­
tara lembaga negara yang diben­
tuk berdasarkan Penetapan Presi­
den No. 1 tah un 1959, tanpa 
melalui pemilihan umum 

Dewan Sovyet Uni badan lcgislatif 
di Sovyet Uni sebagai bagian dari 
Sovyet Tertin ggi dan merupakan 
wakil raky at yan g dipilih lang­
sung oleh rakyat 

Dinas Daerah satuan organisasi da­
lam lingkungan pemerin tall da­
erah yang berkedudukan sebagai 
unsur pelaksana pemerintal1 da­
erah 

doktrin ajaran-ajaran tentang hu­
kum tata negara yang dikem­
bangkan dalam dunia ilmu pe­
ngetahuan sebagai hasil penyeli-
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duta besar 

dikan yang seksama berdasa rkan 
logika for mal yang berlaku 

dominion negara mercleka yahg ma ­
sih mengakui kepala negara lain 
sebagai kcpala ncga ranya 

d ukuh bagian dari clcsapraja yang 
merupakan ke lompok perumah­
an tempat tinggal sejumlah pcn ­
duduk yang biasanya discbut du­
sun, desa, kampung, dan sebagai­
nya 

dusun bagian wilayal1 dalam desa 
yang merupakan li ngkun gan ker­
ja pelaksanaan pemerintal1an de­
sa yang clikepalai oleh kepala 
dusun 

duta kepala perwakil an suatu nega­
ra di luar negeri yang diangkat 
oleh presiden setelah mendapat 
persetujuan dari negara di mana 
ia akan ditempatkan 

duta besar lihat duta 



eklesia semacam badan perwakilan 
rakyat pada zaman Yunani 

eksekutif alat perlengkapan negara 
yang melaksanakan kekuasaan 
pemerintahan , seperti presiden , 
kabinet beserta segenap aparatur 
kepegawaian, baik sipil maupun 
rniliter 

ekstradisi suatu proses di mana satu 
negara menyerahkan atas per-

E 
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min taan negara lain, orang yang 
dituduh atau dipidana karena 
perbuatan kriminal, kepada ne­
gara pemohon yang berwenang 
mengadilinya 

emigrasi pindahnya/keluarnya sese­
orang dari sesuatu negara ke ne­
gara Jain dengan · maksud mene­
tap di negara itu 



fasisme prinsip atau paham golong­
an nasionalis ekstrem kanan 
yang menganjurkan pemerintah­
an otoriter 

feodal susunan masyarakat yang di­
kuasai oleh kaum bangsawan 

feodalisme sistem sosial atau poli­
tik yang memberikan kekuasaan 
yang besar kepada golongan 
bangsawan 

formatur kabinet seseorang atau be­
berapa orang yang ditunjuk oleh 
Kepala Negara untuk memben­
tuk kabinet 

F 
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fraksi pengelompokan anggota da ­
lam lembaga perwakilan rakyat 
yang terdiri dari kekuatan-ke­
kuatan sosial dan politik dan 
mencerminkan susunan golongan 
dalam masyarakat 

Front Nasional badan yang diben­
tuk berdasarkan Peraturan Presi­
den RI No. 13 Tahun 1959 de­
ngan tugas menghimpun dan 
mempersatukan kekuatan-ke­
kuatan revolusioner dalam ma­
syarakat serta memimpin gerak 
masyarakat untuk menyelesai­
kan revolusi nasional 



Garis-Garis Besar Haluan Negara po­
la umum pembangunan nasional 
yang ditetapkan oleh Majelis Per­
musyawaratan Rakyat setiap li­
ma tahun sekali 

golongan-golongan badan-badan se­
perti koperasi, serikat sekerja, 
dan lam-lain badan kolektif 

golongan fungsional kekuatan-ke­
kuatan potensi nasional dalam 
masyarakat Indonesia yang tum­
huh dan bergerak secara dinamis 
secara efektif dalam perwakilan 
guna kelancaran roda pemerin­
tahan dan stabilitas politik 

golongan karya lihat golongan fung­
sional. 

G 
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golongan kepentingan golongan ma­
syarakat yang mempunyai ke­
pentingan khusus dalam negara 

golongan penekan golongan masya­
rakat yang mempunyai kemam­
puan untuk memaksakan kehen­
daknya kepada penguasa 

gotong-royong kepribadian bangsa 
Indonesia 

grasi pengampunan yang diberikan 
oleh Kepala Negara kepada 
orang yang telah dijatuhi hu­
kuman 

gubernur kepala wilayah propinsi 
dan ibu kota negara 



' 

hak amandemen Hak Dewan Perwa­
kilan Rakyat untuk mengadakan 
perubahan-perubahan terhadap 
rancangan undang-undang yang 
diajukan pemerintah (presiden) 

hak anggaran Hak Dewan Perwakil­
an Rakyat Daerah untuk mene­
tapkan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah 

hak angket Hak Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk mengadakan pe­
nyelidikan ten tang sesuatu hal 

hak asasi manusia hak dari individ u­
individu dalam suatu negara 

hak bertanya hak anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat baik perse­
orangan maupun bersama-sama 
untuk mengajukan pertanyaan 
kepada presiden/ pemerintah. 
Hak semacam ini juga dimiliki 
oleh anggota DPRD terhadap 
Kepala Daerah 

hak budget Hak Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk mengusulkan/ 
mengajukan usul rancangan un­
dang-undang 

H 
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hak interpelasi Hak Dewan Perwa­
kilan Rakyat untuk merninta ke­
terangan/pertanggungan jawab 
kepada pemerintah (presiden) 
tentang suatu kebijaksanaan pe­
merintah 

hak meminta keterangan Hak De­
wan Perwakilan h.akyat Daerah 
untuk merninta keterangan ke­
pada Kepala Daeral1 tentang ke­
bijaksanaan Kepala Daerah 

hak mengadakan perubahan Hak 
Dewan Perwakil an Rakyat Da­
erah untuk mengadakan perubal1-
an terhadap rancangan peraturan 
daerah 

hak mengajukan pemyataan penda­
pat hak Dewan Perwakilan Rak­
yat untuk mengajukan usul per­
nyataan pendapat, baik yang 
berhubungan dengan soal yang 
sedang dibahas maupun menge­
nai soal lain . Hak se macam in i 
juga dimiliki oleh DPRD 

hak mengajukan/menganjurkan se­
seorang hak Dewan Perwakilan 



hak menguji formal 

Rakyat untuk mengajukan/meng­
anjurkan eaton untuk mengisi 
suatu jabatan berdasarkan per­
aturan perundang-undangan dan 
disampaikan secara tertulis kepa­
da presiden 

hak menguji formal wewenang un­
tuk menilai apakah suatu per­
atu ran perundang-undangan te­
lah dibuat sesuai dengan tata ca­
ra yang telah ditentukan 

hak menguji material wewenang un­
tuk menyelidiki, menilai dan me­
mutuskan apakah isi (materi) 
suatu peraturan perundang-un­
dangan sesuai atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-un­
dangan yang lebih tinggi derajat­
nya dan apakah pejabat terten tu 
berwenang mengeluarkan suatu 
peraturan/keputusan terten tu 

hak penyelidikan hak Dewan Per­
wakilan Rakyat Daerah untuk 
mengadakan penyelidikan ten­
tang sesuatu hal 

hak pilih aktif hak untuk memilih 

hak pilih pasif hak untuk dipilih 

hak prakarsa hak Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah untuk mengusul­
kan/mengajukan usul rancangan 
peraturan daerah 

hak prerogatif hak khusus atau isti­
mewa yang ada pada seseorang 
karena kedudukannya sebagai 
kepala negara, yaitu raja/ratu/ 
kaisar/s ultan atau presiden 
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hukum administrasi 

hakim pejabat negara yang mempu­
nyai tugas mengadili suatu pe r­
kara di depan pengadilan 

hakim majelis susunan hakim-hakim 
yang mengadili suatu perkara di 
pengadilan 

House of Commons salah satu par­
lemen di Inggris yang terdiri dari 
wakil-wakil rakyat biasa. Disebut 
juga Majelis Rendall 

House of Lords salah satu parlemen 
di Inggris yang terdiri dari kaum 
bangsawan , hakim-hakim tinggi , 
dan wakil gereja . Disebut juga 
Majelis Tinggi 

House of Representatives bad an pe­
megang kekuasaan legislatif di 
Amerika Serikat , sebagai bagian 
dari Congress yang anggota-ang­
gotanya dipilili untuk waktu dua 
tahun oleh rakyat negara-negara 
bahagian 

hukum himpunan petunjuk-petun­
juk hidup (berupa perintah dan 
larangan) yang mengatur tata 
te rtib dalam suatu masyarakat 
dan seharusnya ditaati oleh ang­
gota masyarakat itu karena pela­
jaran petunjuk-petunjuk hidup 
tcrsebut dapat menimbulkan tin­
dakan dari pemerintah. 

hukum adat ketatanegaraan liliat 

kebiasaan ketatanegaraan 

hukum administrasi negara liliat 
hukum tata usaha negara 



hukum dasar 

hukum dasar lihat konstitusi 

hukum negara lihat hukum tata ne­
gara 

hukum perundang-undangan hu­
kum tertulis sebagai hasil dari 
lembaga-lembaga negara yang 
mempunyai fungsi perundang­
undangan/legisiatif 

hukum positif hukum yang berlaku 

hukum tata negara hukum menge­
nai organisasi negara pada umum­
nya 
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hukum tata usaha negara 

hukum tata negara perbandingan 
lihat perbandingan hukum tata 
negara 

hukum tata negara tertulis lihat 
hukum perundang-undangan 

hukum tata negara tidak tertulis li­
hat kebiasaan ketatanegaraan 

hukum tata usaha negara hukum 
mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan ketatausa­
haan dari negara 



ibu kota kabupaten tempat kedu­
dukan pemerintah kabupaten/ 
daerah tingkat II 

ibu kota kota madya tempat kedu­
dukan pemerintah kota madya/ 
daerah tingkat II 

ibu kota negara tempat kedudukan 
pemerintah pusat. (pusat peme-
rintahan) · 

ibu kota propinsi tempat keduduk­
an pemerintah propinsi/daerah 
tingkat I 

ilmu negara ilmu yang mempelajari 
sendi-sendi pokok dan pengerti ­
an-pengertian pokok dari negara 

ilmu perbandingan pemerintahan 
lihat perbandingan hukum tata 
negara 

ilmu politik ilmu yang mempelajari 
kehidupan negara sebagai suatu 

gejala masyarakat 

imigran orang yang menetap dalam 
suatu negara yang bukan berasal 
dari negara tersebut 

I 
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imigrasi maksudnya seseorang ke 
dalam suatu negara dengan mak­
sud menetap di negara tersebut 

Indonesia nama negara yang di­
proklamasikan pada tanggal 17 
agustus 1945 

Indonesia Raya nama lagu kebang­
saan negara Republik Indonesia 

infrastruktur politik sektor kehi­
dupan politik di dalam masyara­
kat 

inisiatif sejumlah pemilih dapat me­
nyerukan suatu pemungutan sua­
ra secara umum untuk meng­
ubah konstitusi 

inkonstitusional (tin dakan -tindakan 
yang) bertentangan dengan kon­
stitusi 

lnspektorat Jenderal aparat dalam 
lingkungan departemen yang 
mempunyai tugas untuk mela­
kukan pengawasan pada depar­
temen yang bersangkutan 



instruksi presiden 

instruksi presiden peraturan yang 
dikeluarkan oleh presiden me­
ngenai cara pelaksanaan .dari sua­
tu keputusan presiden yang me­
muat aturan-aturan teknis 

iuran pemoangunan daerah salah sa­
tu jenis pajak di daerah 

ius sanguinis stelsel kewarganegara-

ius soli 

an yang menentukan bahwa ke­
warganegaraan seseorang diten­
tukan berdasarkan keturunan 
atau darah 

ius soli stelsel kewarganegaraan 
yang menentukan bahwa kewar­
ganegaraan sese orang diten tukan 
berdasarkan tempat kelahiran 
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jabatan lingkWlgan pekeijaan da­
lam pemerintahan atau suatu 
organisasi 

jabatan rangkap seseorang yang me­
megang dua atau lebih lingkung­
an pekerjaan dalam pemerintah­
an atau organisasi 

Jakarta Charter lihat Piagam Ja­
karta 

jaksa petugas penW1tW1 umum da-

J 
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lam suatu perkara pidana 

jaksa agWlg Kepala Kejaksaan 
Agung 

jaksa tinggi penuntut •umum dari 
kejaksaan tinggi 

juru sita petugas pengadilan yang 
~ertugas melakukan penyitaan 

juru tulis desa perangkat pemerin­
tah desa yang membantu kepala 
de sa 



kabinet lihat dewan menteri 

kabinet ahli lihat zaken kabinet 

kabinet ekstra-parlementer kabinet 
yang dibentuk tanpa campur ta­
ngan parlemen (DPR) 

kabinet gotong-royong lihat kabi­
net nasional 

kabinet kerja lihat zaken kabinet 

kabinet koalisi kabinet yang mente­
ri-menterinya berasal dari bebe­
rapa partai yang secara bersama­
sama menguasai, suara terbanyak 
dalam parlemen (DPR) 

kabinet ministerial lihat kabinet 
parlementer 

kabinet nasional kabinet yang men­
teri-menterinya berasal dari selu­
ruh partai yang ada di parlemen 
(DPR) 

kabinet parlementer sis.tem peme­
rintahan di mana pelaksanaan tu­
gas-tugas eksekutif dipertang­
gungjawabkan oleh kabinet atau 

K 
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menteri kepada parlemen (DPR) . 
Kabinet tunduk dan bertanggung 
jawab kepada parlemen (DPR). 
Kepala Negara (presiden, raja, 
ratu, kaisar, a tau sultan) tidak 
dapat diganggu-gugat 

kabinet partai kabinet yang mente­
ri-menterinya berasal dari anggo­
ta-anggota satu partai yang me­
nguasai suara terbanyak di par­
lemen (DPR) 

kabinet presidensial sistem pemerin­
tahan di mana pelaksanaan tu­
gas-tugas eksekutif dipimpin dan 
dipertanggungjawabkan oleh pre­
siden, tetapi presiden tidak tun­
duk dan bertanggung jawab ke­
pada parlemen (DPR) 

kabupaten wilayah yang dikepalai 
oleh seorang bupati. Kabupaten 
dibagi dalam wilayah kecamatan 
dan apabila dianggap perlu, wila­
yah kabupaten dapat dibentuk 
kota administratif 

kaisar kepala negara suatu kekaisar­
an 



kantor departemen 

kantor departemen perwakilan sua­
tu departemen pada tingkat ka­
bupaten/kota madya 

kantor dinas perwakilan suatu de­
partemen pada tingkat kecamat­
an 

kantor wilayah perwakilan suatu 
departemen pada tingkat pro­
pinsi 

kasasi upaya hukum tingkat ter­
akhir pada Mahkamah Agung 

kebangsaan mengenai bangsa, sifat­
sifat bangsa 

kebebasan dasar manusia lihat hak 
asasi man usia 

kebiasaan ketatanegaraan hukum 
dasar tidak tertulis yang timbul 
dan terpelihara dalam praktek 
penyelenggaraan negara dan di­
taati oleh para penyelenggara ne ­
gara sebagai suatu kewajiban mo­
ral atau etika 

kecamatan w11ayah yang dikepalai 
seorang camat 

kedaulatan kekuasaan tertinggi 
yang memberikan wewenang un­
tuk melakukan tindakan kekua­
saan ke dalam maupun ke luar 

kedaulatan hukum kekuasaan ter­
tinggi ada pada hukum . Kekua­
saan tertinggi yang asli dan tidak 
terbatas bersumber pada hukum 
dan dibatasi oleh hukum 

kedaulatan negara kekuasaan ter­
tinggi ada pada negara. Kedaulat -

kekebalan diplomatik 

an timbul dari dan karena ada 
negara 

kedaulatan raja kekuasaan tertinggi 
ada pada raja 

kedaulatan rakyat kekuasaan ter­
tinggi ada pada rakyat 

kedaulatan Tuhan kekuasaan ter­
tinggi ada pada Tuhan . Semua 
kekuasaan yang ada dalam nega­
ra adalah atas kehendak dan 
pimpinan Tuhan 

Kehakiman lingkungap kerja per­
adilan 

Kejaksaan lingkungan kerja penun­
tut umum 

Kejaksaan Agung lingkungan kerja 
penuntut umum pada tingkat na­
sional 

Kejaksaan Negeri lingkungan kerja 
penuntut umum pada tingkat ka­
bupaten/kota madya 

Kejaksaan Tinggi lingkungan kerja 
penuntut umum pada tingkat 
propinsi 

kekaisaran Negara yang dikepalai 
oleh seorang kaisar 

kekebalan diplomatik (kekebalan 
yang dirniliki seorang wakil/utus­
an negara berikut tempat tinggal 
dan keluarganya, atas yurisdiksi 
pidana, sipil dan administratif 
dari negara penerima sehingga 
da pat menyelcnggarakan tugas 
resminya tanpa gangguan dan 
rintangan). 



kekuasaan administratif 

Kekebalan di bawah hukum in­
ternasional bagi diplomat dan 
para pengiringnya serta daerah 
tempat kedudukannya dari ke­
wajiban pajak, tuntutan perdata, 
pemidanaan, penyelidikan dan 
penyitaan, serta kewajiban hadir 
sebagai saksi di depan pengadilan 
di negara mana diplomat terse­
but dipercayakan atau di negara 
yang dilaluinya dalam perjalan­
annya 

kekuasaan administratif salah satu 
bagian dari kekuasaan eksekutif 

kekuasaan eksekutif lihat eksekutif 

kekuasaan kehakiman kekuasaan 
peradilan 

kekuasaan legislatif kekuasaan di hi­
dang perundang-undangan, mi­
salnya membentuk undang-un­
dang 

kekuasaan militer salah satu bagian 
dari kekuasaan eksekutif 

kekuasaan pemerintahan lihat ek­
sekutif 

kekuasaan peradilan kekuasaan eli 
bidang kehakiman 

kekuasaan perundang-undangan li­
hat kekuasaan legislatif 

kekuasaan tertinggi lihat kedaulat­
an 

kekuasaan yudikatif lihat kekuasa­
an kehakiman 

kelurahan suatu wilayah yang di­
tempati oleh sejumlah penduduk 
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yang mempunyai organisasi pe­
merintahan terendah langsung di 
bawal1 camat yang tidak berhak 
menyelenggarakan rumah tang­
ganya sendiri 

kementerian lihat departemen 

kemerdekaan keadaan yang terlepas 
dari kekuasaan piliak lain 

kemerdekaan beragama kebebasan 
untuk memilih, memeluk, dan 
menjalankan ibadah agama se­
suai dengan keyakinan masing­
masing 

kemerdekaan berkumpul kebebasan 
untuk mengadakan pertemuan 
seperti rapat, berkumpul, sidang, 
atau pertemuan-pertemuan lain­
nya untuk suatu tujuan tertentu 

kemerdekaan berserikat kebebasan 
untuk me.masuki/keluar dari sua­
tu perkumpulan/perhimpunan/ 
organisasi sesuai dengan kehen­
dak hati nuraninya 

kemerdekaan menyatakan pendapat 
kebebasan untuk mengeluarkan 
pikiran secara lisan, tertulis, atau 
isyarat tentang sesuatu masalah 

kepala daerah unsur pemerintahan 
daerah di samping Dewan Perwa­
kilan Rakyat Daerah yang men­
jalankan hak , wewenang, dan ke­
wajiban sebagai pimpinan peme­
rintahan daerah 

kepala desa unsur pemerintah desa 
di samping Lembaga Musyawa­
rah Desa yang menjalankan hak , 



kepala lingkungan 

wewenang dan kewajiban pim­
pinan pemerintahan desa 

kepala lingkungan unsur pelaksana 
tugas Kepala Kelurahan dengan 
wilayah kerja tertentu. Kepala 
Lingkungan adalah pegawai ne­
geri yang diangkat dan diberhen­
tikan oleh bupati/Walikota atas 
nama Gubernur Kepala Daeral1 
Tingkat I sesuai dengan peratur­
an perundang-undangan yang 
berlaku 

kepala negara orang yang menge­
palai suatu negara baik raja, ratu , 
kaisar , sultan a tau presiden 

kepala negara hanya sebagai lam­
bang kepala negara yang tidak 
dapat diminta pertanggungan ja­
wabnya atas tindakan-tindakan 
di bidang pemerintahan atau po­
litik . Pertanggung jawaban dila­
kukan oleh Perdana Menteri . 
Stelsel ini, ada dalam sistem pe­
merintahan parlementer 

kepala negara tidak dapat diganggu 
gugat lihat kepala negara hanya 
sebagai lambang 

kepala wilayah penguasa tunggal di 
bidang pemerintahan dalam wila­
yahnya dalam arti memimpin pe­
merin tahan, mengkoordinasikan 
pembangunan, dan membina ke­
hidupan masyarakat di segala hi­
dang. Kepala wilayah propinsi 
dan ibu kota negara disebut gu­
bernur; kabupaten disebut bupa­
ti; kota madya disebut wali kota 
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Keputusan Musyawarah 

madya; kota administratif keca­
matan disebut camat 

keputusan bersama menteri putus­
an yang dikeluarkan oleh dua 
atau lebih menteri mengenai se­
suatu hal tertentu 

keputusan bupati putusan yang di­
keluarkan oleh bupati untuk me­
laksanakan Peraturan Daerah Ka­
bupaten/Tingkat II , atau tugas 
pembantuan 

keputusan gubemur putusan yang 
dikeluarkan oleh gubernur untu k 
melaksanakan Peraturan Daerah 
Propinsi/Tingkat I atau tugas 
pembantuan 

keputusan desa putusan kepala 
desa setelah dimusyawarahkan/ 
dimufakatkan dengan Lembaga 
Musyawarah Desa 

Keputusan Majelis Permusyawarat­
an Rakyat Putusan Majelis Per­
musyawaratan Rakyat yang ha­
nya mempunyai kekuatan hu­
kum mengingat ke dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sendiri 

keputusan menteri putusan yang 
dikeluarkan oleh menteri .untuk 
melaksanakan Peraturan Peme­
rintah atau Keputusan Presiden 

Keputusan Musyawarah Majelis Per­
musyawaratan Rakyat Sementa­
ra putusan majelis yang me­
nyangkut seluruh rakyat Indone­
sia 



Keputusan Musyawarah Pimpinan 

Keputusan Musyawarah Pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara putusan majelis yang 
menyangkut hal-hal tertentu dan 
terdiri dari Keputusan Pimpinan 
MPR serta Instruksi Pimpinan 
MPR 

keputusan pemerintah lihat per­
aturan pemerintah 

keputusan presiden putusan yang 
dikeluarkan oleh presiden untuk 
melaksanakan Undang-Undang 
Dasar dalam hal-hal tertentu Ke­
tetapan MPR di bidang eksekutif 
dan peraturan pemerintah 

keputusan walikotarnadya putusan 
yang dikeluarkan oleh Walikota­
madya untuk melaksanakan Per­
aturan Daerah Kotamadya/Ting­
kat II atas tugas pembantuan 

kerajaan bentuk pemerintahan yang 
kepala negaranya adalah berda­
sarkan keturunan atau turun te­
murun (raja, ratu) 

kerajaan absolut kerajaan yang ke­
pala negaranya berkuasa secara 
mutlak , memegang dan menja­
lankan kekuasaan eksekutif, le­
gislatif, dan yudikatif 

kerajaan konstitusional kerajaan 
yang kekuasaan kepala negara­
nya (raja, ratu) dibatasi oleh ke­
tentuan-ketentuan dan / atau 
UUD 

kerajaan terbatas lihat kerajaan 
konstitusional 
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Komando Operasi 

Kerapatan Qadi badan peradilan 
agama untuk daerah Kalimantan 
Selatan. Kerapatan Qadi adalal1 
badan peradilan tingkat pertama 
semacam Pengadilan Agama di 
Jawa dan Madura dengan tugas 
wewenang yang agak berbeda 

Kerapatan Qadi Besar badan per­
adilan banding atas putusan Ke­
rapatan Qadi 

keresidenan lingkungan kerja yang 
dikepalai oleh seorang presiden 

kesultanan lihat kerajaan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat putusan MPR yang mem­
punyai kekuatan hukum rneng­
ingat ke luar dan ke dalam MPR 

kewedanan lingkungan kerja yang 
dikepalai oleh wedana 

koalisi lihat kabinet koalisi 

koloni Daerah jajahan 

Komando Operasi Tertinggi badan 
penilaian, perencanaan, pengen ­
dalian serta pengawasan dari pe­
laksanaan operasi pengamanan 
terhadap pelaksanaan program 
pemerintah pada umurnnya, 
khususnya di bidang konfrontasi 
terhadap unsur-unsur kontrare­
volusi serta pengamanan terha­
dap pelaksanaan program ekono­
rni. Badan ini dipimpin oleh pre­
siden dan dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden No . 142 ta­
hun 1963 



Komando Pemulihan 

Komando Pemulihan Keamanan 
dan Ketertiban lembaga peme­
rin tah nondepartemen yang ber­
tugas melakukan pemulihan ke­
amanaJl dan ketertiban 

Komando Tertinggi Retooling Alat 
Revolusi badan pengendalian per­
manen yang be rbentuk suatu ko­
mando yang dipimpin langsung 
oleh presiden sebagai Panglima 
Besar KOTRAR, dengan fungsi 
membantu Pernimpin Besar Re­
volusi Indonesia dalam menunai­
kan tugasnya di bidang retooling 
alat-alat revolusi. Badan ini, di­
bentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden No. 98 tahun 1964 

Kometia semacam Badan Perwakil­
an Rakyat pada zaman Romawi 

Komisi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Dewan Perwakil­
an Rakyat alat kelengkapan De­
wan Perwakilan Rakyat yang 
bersifat tetap mempunyai tugas 
di bidang anggaran. Pacta DPRD, 
dinamakan Panitia Anggaran 

Komisi MPR/DPR/DPRD alat ke­
lengkapan MPR/DPR/DPRD 
yang bersifat tetap yang mempu­
nyai tugas di bidang perundang­
undangan, bidang anggaran, dan 
bidang pengawasan 

Komite Nasional Indonesia Pusat 
badan yang dibentuk oleh Pani­
tia Persiapan Kcmerdekaan Indo­
nesia pacta tanggal 18 Agustus 
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konsideran 

1945 yang berfungsi sebagar 
pembantu Presiden atas dasar 
Pasa1 IV Aturan Peralilian UUD 
1945 , yang selanjutnya dengan 
Maklumat Wakil Presiden No . X 
tanggal 16 Oktober 1945 ber­
fungsi sebagai badan legislatif 

Kongres nama badan legislatif di 
Amerika Serikat yang terdiri dari 
Senat dan House of Representa­
t ive 

Kongres Rakyat nama badan perwa­
kilan rakyat di RRC 

Konferensi Asia Afrika suatu konfe­
rensi Negara-negara Asia Afrika 
yang diselenggarakan di Bandung 
dari tanggal 18 sampai tanggal 
24 April 1955 . Konferensi terse­
but diikuti oleh 24 negara yang 
menghasilkan "Dasa Sila Ban­
dung" 

Konferensi Meja Bundar perunding­
an antara Indonesia dengan Ke­
rajaan di Den Haag dari tanggal 
23 Agust us sampai 2 November 
1949, mengenai pembentukan 
Negara Republik Indonesia Seri­
kat dan pengakuan kedaulatan 
kepada pemerintah RIS 

Konsepsi Konsepsi yang dikcmuka­
kan oleh Presiden Soekarno pada 
tanggal 21 Februari 1959 menge­
nai gagasan pembentukan Kabi­
net Gotong Royong dan pem­
be ntukan Dewan Nasional 

konsideran pertim bangan , alasan­
alasan yang dipakai sebagai dasar 



konstituante 

dalam suatu keputusan, baik 
alasan politik maupun hukum 

konstituante badan yang bertugas 
menyusun dan membuat Undang 
Undang Dasar 

konstitusi hukum dasar suatu nega­
ra yang terdiri dari hukum dasar 
tertulis dan hukum dasar tidak 
tertulis 

konstitusi Republik Indonesia Seri­
kat lihat Undang-Undang Dasar 
Sementara Republik Indonesia 
Serikat 

konstitusi tertulis lihat Undang­
Undang Dasar 

konstitusi tidak tertulis lihat kebia­
saan keta tanegaraan 

konstitusional berdasarkan ketentu­
an konstitusi 

konstitusionalisme paham menge­
nai pembatasan kekuasaan dan 
jaminan hak-hak rakyat melalui 
konstitusi 

konsul wakil suatu negara berada di 
negara lain yang bukan merupa­
kan wakil/utusan diplomatik dan 
mempunyai tugas menyelengga­
rakan kepentingan negaranya 
terutama dalam hal perdagangan 

konsul jenderal agen suatu negara 
di luar negeri yang bukan agen 
diplomatik dan tugas utamanya 
adalah melindungi kepentingan­
kepentingan komersial dari nega­
ranya 
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kuasa usaha 

konvensi 1. Nama perjanjian inter­
nasional; 2. liha t kebiasaan ke­
tatanegaraan 

kooptasi cara penunjukan pejabat 
oleh yang berkuasa 

korps pegawai Republik Indonesia 
seluruh pegawai Republik Indo­
nesia di luar kedinasan 

korum persyaratan jumlah minum­
an anggota yang hadir untuk 
sahnya melakukan persidangan 
atau rapat 

kota administratif wilayah yang di­
kepalai seorang walikota yang 
bertanggung jawab kepada Kepa­
la Wilayah Kabupaten yang ber­
sangkutan 

kotamadya wilayah yang dikepalai 
oleh seorang Walikotamadya . 
Kotamadya dibagi dalam wila­
yah-wilayah kecamatan 

kotapraja nama jenis daeral1 oto­
nom tingkat III 

kotapraja nama jenis daeral1 oto­
nom tingkat I 

kuasa psalta kepala perwakilan se­
mentara/ad interim yang bertin­
dak selaku kepala perwakilan se­
lama kepala sedang tidak berada 
di posnya. Contoh: berdasarkan 
urutan kedudukannya setiap pe­
tugas/pejabat di kedutaan besar 
dapat menjadi kepala perwakilan 
sementara, kecuali mereka yang 
kedudukannya sebagai atase tek­
nis 



kunjungan ketja 

kunjungan kerja Dewan Perwakilan 
Rakyat kegiatan Dewan Perwa­
kilan Rakyat dalam masa reses 
ke tempat atau daerah yang di-
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Kup 

pandang perlu 

Kup Perebutan kekuasaan pada pu­
sat pemerintahan negara 



lagu kebangsaan lagu resmi negara 
tertentu . Lagu kebangsaan Re ­
publik Indonesia dalah Indone­
sia Raya 

lambang negara simbul resmi suatu 
negara . Republik Indonesia 
menggunakan Garuda Pancasila 
sebagai lambang negara 

Leges Fundamentalis lihat Undang 
Undang Dasar 

legislatif lihat kekuasaan legislatif 

Lembaga Administrasi Negara lem­
baga pemerintah nondepartemen 
yang bertugas membina keter­
tiban adrninistrasi negara 

Lembaga Musyawarah Desa unsur 
pemerintah desa d.i samping ke­
pala desa, merupakan wadah per­
musyawaratan/permufakatan pe­
muka-pemuka masyarakat di de­
sa 

Lembaga Pemasyarakatan tempat 
orang-orang menjalani hukuman 
pidana 

L 
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Lembaga Pemerintahan badan-ba­
dan pemerintahan dalam ling­
kunga n eksekutif. Lembaga Pe ­
merintah dapat berupa suatu de­
partemen atau lembaga peme­
rintah nondepartemen, sepe rti 
LAN. BAPPEN AS 

Lembaga Pemilihan Umum badan 
yang dibentuk oleh presiden un­
tuk me laksanakan pemilihan 
umum yang diketuai oleh mente­
ri dalam negeri 

Lembaga Pertahanan Nasional lem­
baga pemerintah nondepartemen 
yang bertugas mengkaji ketahan­

an nasional 

Lembaga Tertinggi Negara lembaga 
Negara yang menurut Undang­
Undang Dasar 1945, adalah Ma­
jelis Permusyawaratan Rakyat 

Lembaga Tinggi Negara lembaga­
lembaga negara yang dalam UUD 
1945 terdiri dari : Presiden , DPR , 
Dewan Pertimbangan Agung, Ba-



Lembaga Daerah 

dan Pemeriksa Keuangan , dan 
Mahka mah Agung 

Lembaga Daerah lembaga resmi 
yang dikeluarkan oleh pemerin­
tah daerah sebagai te mpat meng­
undangkan peraturan daerah 

Lembaran Negara lembaran resmi 
yang dikeluarkan oleh negara se­
bagai tempat mengundangkan 
peraturan perundang-undangan 
tertentu 

Liga Bangsa-Bangsa organisasi nega­
ra-negara yang dibentuk setelah 
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lurah 

Perang Dunia pertama dan ber­
kedudukan di Jenewa 

Lingkungan bagian wilayah dalam 
Kelurahan yang merupakan ling­
kungan kerja pelaksanaan peme ­
rintahan desa 

Jurah disebut juga kepala kelurahan, 
adalah pegawai negeri yang di­
angkat oleh bupati/walikotama­
dya/Kepala Daerah Tingkat II 
atas nama Gubernur Kepala Da­
erah Tingkat 1 untuk memimpin 
kelurahan 



Mahkamah Agung lembaga tinggi 
negara yang menjalankan/melak­
sanakan kekuasaan kehakiman 
tertinggi 

Mahkamah Islam Tinggi badan per­
adilan tingkat banding atas pu­
tusan Pengadilan Agama di Jawa 
dan Madura 

Mahkamah Militer badan peradilan 
khusus yang memeriksa dan me­
mutus dalam tingkat pertama 
perkara-perkara pidana dalam 
lingkungan ABRI 

Mahkamah Militer Luar Biasa badan 
peradilan yang diserahi tugas 
untuk memeriksa dan memutus 
dalam tingkat pertama dan ter­
akhir perkara-perkara khusus 
yang ditentukan oleh Presiden 
Rl 

Mahkamah Militer Tinggi badan 
peradilan khusus yang memerik­
sa dan memutus dalam tingkat 
banding perkara-perkara pidana 
dalam lingkungan ABRl 

M 
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Mahkamah Syariah badan peradilan 
agama semacam Peradilan Aga­
ma untuk daerah di luar Jawa , 
Madura, dan Kalimantan Seta­
tan 

Mahkamah Syariah Propinsi badan 
peradilan tingkat banding atas 
putusan Mahkamah Syarial1 

Majelis Hakim lihat Hakim Majelis 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Iembaga tertinggi negara yang 
melakukan kedaulatan rakyat 
dan memegang keda ulatan nega­
ra. Anggota Majelis Permusyawa­
ratan Rakyat terdiri dari anggo­
ta-anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, utusan-utusan dari da­
erah-daerah dan golongan-go­
longan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara majelis yang dibentuk 
berdasarkan Penetapan Presiden 
No.2 tahun 1960 tanpa melalui 
pemilihan umum 



Majelis Perubahan 

Majelis Perubahan Undang-Undang 
Dasar badan yang ada menurut 
UUDS 1950 yang berwenang 
mengubah UUDS 1950. Badan 
ini beranggotakan anggota-ang­
gota DPRS dan anggota-anggota 
Komite Nasional Indonesia Pusat 
yang tidak menjadi anggota 
DPRS 

Majelis Ulama lembaga masyarakat 
non-pemerintah yang terdiri dari 
kaum ulama Islam 

Maklumat Pemerintah pengumum­
an yang dike!uarkan oleh peme­
rintah, seperti maklumat tanggal 
14 Nopember 1945 tentang per­
ubahan pertanggungjawaban 
menteri, yaitu tidak lagi kepada 
Presiden, tetapi kepada Badan 
Pekerja Komite Nasional Indo­
nesia Pusat. Sejak itu menteri 
bukan 1agi pembantu presiden 
seperti dalam pasal 17 UUD 
1945 

Maklumat Presiden pengumuman 
yang dikeluarkan o1eh presiden, 
seperti maklumat tanggal 29 Ju­
ni tentang pengambilan kembali 
kekuasaan pemerintah oleh Pre­
siden dari tangan kabinet 

Maklumat Wakil Presiden No. X. 
pengumuman yang dikeluarkan 
oleh Wakil Presiden pada tanggal 
16 Oktober 1945 tentang per­
ubahan status KNPI dari badan 
yang bertugas membantu Presi­
den menjadi kekuasaan MPR 
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menteri adinterim 

(dalam hal penetapan GBHN) 
dan DPR bersama-sama dengan 
Presiden 

Mandataris Majelis Presiden adalah 
sebagai Mandataris Majelis Per­
musyawaratan Rakyat 

Manifesto Politik nama garis-garis 
besar haluan negara yang diambil 
dari amanat Presiden Soekarno 
tanggal 17 Agustus 19 59 yang 
berjudul "Penemuan Kembali 
Revolusi Kita" 

Marhaen nama yang diberikan oleh 
Bung Karno kepada kelompok 
petani kecil, buruh kecil, nela­
yan kecil di Indonesia 

Marhaenis orang-orang yang terma­
suk dalam golongan Marhaen 

Marhaenisme paham aliran Marhae­
nis 

masa sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat masa kegiatan Dewan 
Perwakilan Rakyat yang teruta­
ma dilakukan di dalam gedung 
Dewan Perwakilan Rakyat 

melampaui wewenang melakukan 
tindakan di luar kekuasaan yang 
telah ditentukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
terten tu 

menteri pemimpin departemen pe­
merintahan diangkat dan diber­
hentikan oleh Presiden serta ber­
tanggung jawab kepada presiden 

menteri adinterim menteri yang 



menteri eksofisio 

menjabat menteri lain yang ber­
halangan sementara 

menteri eksofisio menteri yang me­
rangkap jabatan menteri lain se­
lama menterinya belum diangkat 

menteri koordinator menteri negara 
yang mengkordinasi beberapa 
mente ri 

menteri muda menteri yang tidak 
me me gang suatu departemen, te ­
tapi mempunyai bidang tugas 
tertentu 

menteri negara menteri yang tidak 
memegang suatu departemen 

mobokrasi suatu pemerintal1an 
yang dipegang dan dipimpin oleh 
rakyat jelata yang tidak tahu se­
luk-beluk pemerintahan 

monarki lihat kerajaan 
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musyawamh mufakat 

monarki absolut lihat kerajaan ab­
solut 

mona kameral sistem lembaga per­
wakilan rakyat yang terdiri dari 
satu kamar 

monarki konstitusional lihat kera­
jaan konstitusional 

mosi percaya dukungan parlemen 
terhadap kabinet dalam sistem 
pe merintal1an parlemen ter 

mosi tidak percaya parlemen tidak 
memberikan clukungan terhaclap 
kabinet clalam sistem pemerin­
tahan parlementer 

mukadirnah bagian dari suatu Un­
clang-Undang Oasar yang me­
muat pokok-pokok pikiran me­
ngenai kchiclupan bcrncgara dari 
ncgara yang bcrsangkutan 

musyawarah mufakat lihat aklama­
si 



nagari lihat negara 

nasionalis penganut paham kebang­
saan 

nasionalisme aliran/ajaran paham 
kebangsaan 

naturalisasi cara memperoleh ke­
warganegaraan suatu negara ter­
tentu bagi orang asing 

naturalisasi biasa pewarganegaraan 
yang diperoleh setelah meme­
nuhi syarat-syarat sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan per­
undang-undangan 

naturalisasi luar biasa pewarganega­
raan yang diperoleh karena jasa­
jasanya, terhadap yang bersang­
kutan 

negara suatu organisasi masyaraka t 
yang mempunyai wilayah ter­
tentu, rakyat tertentu , dan pe­
merintahan yang berdaulat 

negara federasi negara yang terdiri 
dari negara-negara bagian. Nega­
ra bagian sebagai bagian dari 

N 
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negara serikat , tidak memiliki 
kedaulatan ke luar 

negara hukum negara berdasarkan 
hukum , hukum menjamin ke­
adilan dan perlindungan bagi 
semua orang yang ada dalam 
wilayah negara yang bersang­
kutan. Segal a kegiatan kenega­
raan didasar.kan pada hukum 

negara hukum formal neg11ra di ma­
na segala tindakanny11 did11S1\r­
kl!n h11ny11 11tas hukum tertulis 
s11j11 ymg sec11r11 formal tercan­
tum dal11m per11turm perund11ng­
u n dlln gm 

negara hukum material negara yang 
tidak hanya mendasarkan segala 
tindakannya pada peraturan per­
undang-undangan saja , tetapi ju­
ga menyelenggarakan kesejahte­
raan umum 

negara Indonesia negara yang di­
proklamasikan pada tanggal 17 
Agustus I 945 dan mempunyai 
wilayah dari Sabang sampai Me­
rauke 



negara kekuasaan 

negara kekuasaan negara yang sema­
ta-mata mendasarkan diri pada 
kekuasaan dari golongan yang 
berkuasa dalam segala tindakan­
nya 

negara kesatuan negara yang tidak 
terdiri atas beberapa daerah yang 
berstatus negara bagian 

negara kesejahteraan liha t negara 
hukum material 

negara konfederasi serikat negara­
negara yang masing-masing tr.er-
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negara serikat 

deka dan berdaulat 

negara kota negara yang luas wila­
yahnya tidak lebih besar dari se­
buah kota 

negara non-blok negara yang tidak 
tergabung dalam suatu kekuatan 
militer di dunia 

negara otoriter lihat negara kekua­
saan 

negara Pancasila lihat negara Indo­
nesia 

negara serikat liha t negara federasi 



oditur Iilia t jaksa 

oditur militer penuntut umum pada 
Peradilan Militer 

oklokrasi negara yang diperintah 
oleh orang-orang biadab tan pa 
pendidikan dan oleh orang-orang 
luna dina 

oligarki tipe pemerintahan yang di­
kuasai oleh golongan kecil warga 
negara. Bentuk pemerintahan 
yang diperintah atau dikuasai 
oleh sekelompok kecil orang 

oposisi kekuasaan suatu ,kekuatan 
sosial politik untuk mengawasi 
dan mengoreksi secara loyal tin­
dakan dari kekuatan sosial poli­
tik yang memerintah 

opsi suatu hak untuk memilih suatu 

0 
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kewarganegaraan yang ditawar­
kan kepada seseorang 

Orde Baru masa pemerintahan di 
Indonesia sejak tanggal II Maret 
I966 

ordonansi nama undang-undang pa­
da zaman Hindia Belanda 

otonomi daerah hak , wewenang, 
dan kewajiban daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

otonomi nyata dan bertanggung ja­
wab liliat sistem otonomi ma­
terial 

otononli riil dan seluas-luasnya li­
hat otonomi formal 



pamongpraja aparatur Pemerintah­
an Dalam Negeri 

Pancasila dasar negara Indonesia 

Panglima Tertinggi Angkatan Ber­
senjata Republik Indonesia Pre­
siden, pemegang kekuasaan ter­
tinggi Angkatan Bersenjata Re­
publik Indonesia 

Panglima Tertinggi Angkatan Pe­
rang lihat Panglima Tertinggi 
Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia 

pangreh pejabat negara 

pangrehpraja lihat pamongpraja 

panitera pejabat pengadilan yang 
bertugas membuat beriia acara 
sidang 

Panitia Anggaran Kornisi Anggaran 

Panitia Jasa-jasa Baik panitia yang 
dibentuk oleh Dewan Keaman­
an Perserikatan Bangsa-bangsa 
yang terdiri dari Amerika Serikat 
sebagai wakil Indonesia dan Bel­
gia sebagai wakil kerajaan Belan-

p 
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da, untuk menyelesaikan sengke­
ta bersenjata Indonesia dengan 
Be Ianda 

Panitia Kerja Dewan Perwakilan 
Rakyat panitia yang dibentuk 
oleh alat kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat 

Panitia Khusus Dewan Perwakilan 
Rakyat alat kelengkapan DPR 
yang dibentuk oleh DPR yang 
bertugas melaksanakan tugas-tu­
gas tertentu dalam jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Panitia Musyawarah lihat Badan 
Musyawarah 

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I 
alat kelengkapan Lembaga Perni­
lihan Umum yang berkedudukan 
di ibukota propinsi, yang anggo­
ta-anggotanya diangkat dan di­
berhentikan oleh Menteri Dalam 
Negeri atas usul Gubern ur, de ­
ngan tugas menyelenggarakan 
pe milihan umum untuk DPRD 
tingkat I 



Panitia Pemilihan Daerah 

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II 
alat kelengkapan Lembaga Pemi­
lihan Umum yang berkedudukan 
di ibukota daerah tingkat H, 
yang anggo ta-anggotan ya diang­
kat dan dibcrhc ntika n olel1 men­
len uaJam negeri alas usul gu­
bernur. dcngan tugas menyelcng­
garakan pe rniliban umum untuk 
DPRD Tingkat ll 

Pa nitia Pemilihan Indonesia alat kc­
lcngkapan Lembaga Pcmilihan 
Umum yang berkeduclukan eli 
ibukota negara, yang anggota­
anggotanya diangkat dan diber­
hen tikan oleh presiden atas usul 
Menteri Dalam Negeri clengan tu­
gas mcnyelcnggarakan pemilihan 
um um untuk DPR 

Panitia Pemungutan Suara alat ke­
lengkapan Lembaga Pemilihan 
Umum yang berkecludukan eli 
ib ukota kccamatan, yang anggo­
ta-anggotanya diangkat dan cli­
hcrhentikan oleh bupati/wali­
kot<J atas usu l camat dengan tu­
gas menyelenggarakan pemu­
ngutan suara 

Panitia Pendaftaran Pemilih alat ke­
lengkapan Lembaga Pemilihan 
Umum yang berkedudukan eli 
dcsa, yang anggota-anggotanya 
cliangkat clan diberhentikan oleh 
bupati/walikota atas usul camat 
deng<m tugas menyelenggarakan 
pendaftaran pemilih 

Panitia Persiapan Kemerdekaan In-

39 

Pedoman Penghayatan 

donesia badan yang dibentuk 
pada pemerintah pendudukan 
Jepang tanggal 7 Agustus 1945 
sebagai kelanju tan dari BPUPK 
dan disebut Dokuritsu Syunbi 
linkai. Bacla11 ini, antara lain 
bertugas meneliti pemherian ke­
merdckaan kepacla Indonesia 

parlemen badan perwakilan rakyat 

partai lihat partai politik 

Partai Demokrasi Indonesia salal1 
satu partai politik di Indonesia 
mcnurut Undang-undang No. 3 
Tahun 1975 

partai oposisi lihat oposisi 

Partai Persatuan Pembangunan sa­
lal1 satu partai politik eli Indone­
sia yang merupakan fungsi dari 
partai-partai politik yang ber­
dasarkan agama Islam menurut 
Undang-undang No. 3 Tahun 
1975 

partai politik organisasi masyarakat 
yang mengusahakan secara ter­
buka dan terang-terangan mela­
lui pemilihan agar para anggota­
nya duduk dalam pemerintahan 
negara dengan tujuan mengen­
dalikan atau mempengaruhj ja­
lannya pemerintahan 

partai tunggal lihat sistem satu par­
tai 

Pedoman Penghayatan Pengamalan 
Pancasila Tuntunan dan pegang­
an rudup dalam kehidupan ma-



pegawai daerah 

syarakat dan bernegara bagi se­
tiap warganegara Indonesia, se­
tiap penyelenggara negara serta 
setiap lembaga kenegaraan dan 
lembaga kemasyarakatan baik 
di Pusat maupun di daerah dan 
dilaksanakan secara bulat dan 
utuh 

pegawai daerah pegawai yang di­
angkat oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan Keputusan Kepala 
Daerah 

pegawai negeri pegawai yang diang­
kat oleh pejabat yang berwenang 
untuk memangku jabatan negara 
atau diserahi tugas negara lain­
nya 

pegawai negeri sipil pegawai Repub­
lik Indonesia yang bukan bersta­
tus anggota Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia 

pegawai otonom lihat pegawai da­
erah 

pejabat negara seseorang yang ka­
rena pekerjaannya diangkat oleh 
negara tanpa suatu ikatan perbu­
ruhan untuk memegang suatu ja­
batan guna membantu kelancar­
an tugas-tugas negara tertentu 

pejabat pembuat akte tanah sese­
orang yang karena pekerjaannya 
ditunjuk oleh negara melalui ke­
putusan Menteri Kehakiman un­
tuk membuat akte-akte atas se­
gala perbuatan hukum yang ber­
hubungan dengan tanah di wi!a­
yah kekuasaannya 
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pembagian kekuasaan 

pejabat presiden lihat akting presi­
den 

pejabat yang berwenang pejabat 
yang berwenang mensahkan, 
membatalkan, dan menangguh­
kan Peraturan Daerah atau Ke­
putusan Kepala Daeral1 menge­
nai hal-hal tertentu , yaitu Men­
teri dalam Negeri bagi Daerah 
Tingkat I dan Gubernur Kepala 
Daerah bagi Daerah Tingkat II 

pemilihan kekuasaan lihat delegasi 
wewenang 

pelimpahan wewenang lihat dele­
gasi wewenang 

pemandangan umum pendapat dari 
para anggota DPR/MPR dalam 
rapat paripurna DPR pada pem­
bicaraan tingkat I yang memba­
wakan suara fraksinya terhadap 
Rancangan Undang-undang be­
serta keterangan Pemerintah 

pemangku sementara jabatan presi­
den dalam hal Presiden dan Wa­
kil Presiden berhalangan tetap , 
maka Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Luar Negeri dan Menteri 
Pertahanan Keamanan melaksa­
nakan pekerjaan sehari-hari Pre­
siden sampai Presiden dan Wakil 
Presiden yang dipilih oleh Maje­
lis memegang jabatannya 

pembagian kekuasaan negara pem­
bagian fungsi-fungsi kenegaraan 
atas legislatif, eksekutif, dan yu­
dikatif yang masing-masing da-



Pembangunan lima Tahun 

pat saling mengawasi/tidak ber­
diri sendiri 

Pembangunan lima Tahun sistem 
pembangunan nasional berenca­
na yang ditetapkan lima tahun 
sekali 

pembantu bupati pejabat yang di­
tunjuk oleh Menteri Dalam Ne­
geri yang mempunyai wilayah 
kerja tertentu dalam rangka de­
kosentrasi 

pembantu gubernur lihat pemban­
tu bupati 

pembantu presiden 1. wakil presi­
den ; 2 . menteri-menteri 

pembantu walikotamadya lihat 
pembantu bupati 

pembela lihat advokat 

pembukaan undang-undang dasar 

lihat mukadimah 

pemerintah pemerin tah dapat dill­
hat dalam arti luas dan dalam 
arti sempit. Dalam arti luas , 
mencakup cabang-cabang kekua­
saan legislatif, eksekutif, dan 
kekuasaan kehakiman beserta 
alat-alat perlengkapan negara 
lainnya . Dalam arti sempit , sama 
dengan eksekutif 

pemerintah daerah pemerintahan 
dalam suatu daerah otonom 
yang terdiri dari Kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah 

pemerintah desa pemerintahan te-
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pemerintahan otoriter 

rendah, langsung di bawah Ca­
mat yang menyelenggarakan 
urutan rumah tangga sendiri dan 
terdiri dari Kepala Desa dan 
Lembaga Musyawarah Desa 

pemerintah kelurahan organisasi pe­
merintahan yang terdiri dari Ke­
pala Kelurahan dan Perangkat 
Kelurahan 

pemerintah lokal lihat pemerintah 
daerah 

pemerintah pusat dalam arti luas , 
adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat , Presiden , Dewan Perwa­
kilan Rakyat , Dewan Pertim­
bangan Agung, Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Mahkamah Agung, 
beserta seluruh aparatur pusat 
yang lain . Dalam arti sempit , 
adalah Presiden beserta pemban­
tu-pembantunya 

pemerintahan di daerah organisasi 
pemerintahan di tingkat daerah 
yang dapat berupa pemerintah 
daerah atau wilayah administra­
tif. Pemerintah daerah adalah 
organisasi pemerintahan di da­
erah yang dibentuk dalam rang­
ka de sen tralisasi. Wilay ah adrni­
nistratif adalah organisasi peme­
rintahan di daerah yang diben­
tuk dalam rangka dekonsentrasi 

pemerintahan lokal lihat pemerin­
tahan di daerah 

pemerintahan otoriter pemerintah­
an yang didasarkan pada kekua-



pemilihan bertingkat 

saan mutlak/absolut. lihat nega­
ra otoriter 

pemilihan bertingkat cara pemilih­
an anggota-anggota suatu badan 
perwakilan yang dilakukan me­
lalui/oleh badan perwakilan rak­
yat yang lain 

pemilihan langsung cara pemilihan 
pejaba t negara yang dilakukan 
secara langsung oleh rakyat 

pemilihan umum sarana demokratis 
untuk membentuk sistem kekua­
saan negara yang berkedaulatan 
rakyat dan permusyawaratan 
perwakilan dalam mewujudkan 
penyusunan tata kehidupan yang 
dijiwai semangat cita-cita revolu­
si kemerdekaan Republik Indo­
nesia 

pemilihan tidak langsung cara pemi­
lihan pejabat negara yang dilaku­
kan melalui badan pemilih 

pemisahan kekuasaan negara pemi­
sahan fungsi-fungsi kenegaraan 
atas legislatif, eksekutif, dan yu­
dikatif yang masing-masing ber­
diri sendiri/ terpisah secara mut­
lak tidak dapat saling mencam­
puri 

pemungutan suara pemberian suara 
baik untuk memilih pejabat ne­
gara maupun untuk mengambil 
suatu keputusan 

pemusatan kekuasaan lihat abso­
Iutisme 
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penafsiran sosiologis 

penafsiran upaya untuk menjelas­
kan arti dari sesuatu yang kurang 
jelas 

penafsiran eksekut if penafsiran de­
ngan memperluas arti suatu isti­
lah atau pengertian dalam per­
aturan perundang-undangan 

penafsiran gramatikal penafsiran 
peraturan perundang-undangan 
menurut susunan kata-katanya 

penafsiran historis penafsiran de­
ngan melihat perkernbangan ter­
bentuknya pcraturan perundang­
undangan atau dengan rnelihat 
perkembangan lembaga perun­
dang-undangan yang diatur da­
lam peraturan perundang-un­
dangan 

penafsiran otentik penafsiran yang 
dibuat oleh pembuat peraturan 
perundang-undangan. Disebut ju­
ga penafsiran resmi 

penafsiran restriktif penafsiran de­
ngan mernpersernpit arti suatu 
istilah atau pengertian dalarn 
peraturan perundang-undangan 

penafsiran sistematif penafsiran per­
aturan perundang-undangan atau 
pasal-pasalnya dalam hubungan 
keseluruhan di antara pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan 
tersebut. Disebut juga penafsiran 
dogma tis 

penafsiran sosiologis penafsiran per­
aturan perundang-undangan de­
ngan menyelidiki maksud pem-



penasihat hukum 

buatannya atau tujuan dibuat­
nya perat uran perundang-un­
dangan itu. Disebut juga penaf­
siran teleologis 

penasihat hukum lihat advokat 

penduduk penghuni tetap suatu wi­
layah/negara 

Penetapan Presiden peraturan yang 
dikeluarkan oleh Presiden dalam 
rangka melaksanakan Dekrit Pre­
siden tanggal 5 Juli 1959 dan 
mempunyai kedudukan yang se­
derajat dengan undang-undang. 
Peraturan ini sejak keluamya Ke­
tetapan MPRS No. XX/MPRS/ 
1966, tidak diperkenankan di­
buat lagi 

pengacara lihat advokat 

Pengadilan badan yang menjalan­
kan kekuasaan kehakiman 

Pengadilan Agama badan peradilan 
khusus untuk orang beragama 
Islam yang memeriksa dan me­
mutus dalam tingkat pertama 
perkara-perkara tentang percerai­
an, nikah , talak, rujuk, dan lain­
lain sesuai dengan peraturan per­
undang-undangan yang berlaku 

Pengadilan Agama Propinsi lihat 
Mahkamah Syariah Propinsi 

Pengadilan Anak badan yang meme­
riksa dan memutus perkara pida­
na yang dilakukan oleh anak­
anak 

Pengadilan Landreform badan yang 
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pengawasan represif 

memeriksa dan memutus perka­
ra-perkara landreform 

Pengadilan Negeri badan peradilan 
tingkat pertama dalam lingkung­
an peradilan umum yang meme­
riksa dan memutus perkara-per­
kara pidana dan perdata serta 
membuat ketetapan-ketetapan 
hukum sesuai dengan wewenang­
nya 

Peradilan Tata Usaha Negara badan 
peradilan khusus yang memerik­
sa dan memutus dalam tingkat 
pertama perkara-perkara tara 
usaha negara 

Pengadilan Tinggi badan peradilan 
tingkat banding dalam lingkung­
an peradilan umum 

pengambilan suara lihat pemungut­
an suara 

pengawasan preventif pengawasan 
terhadap peraturan daerah dan 
keputusan Kepala Daerah me­
ngenai pokok-pokok tertentu 
yang akan baru berlaku . sesudah 
ada pengesahan pejabat yang 
berwenang 

pengawasan represif penangguhan 
atau pembatalan peraturan da­
erah atau keputusan Kepala Da­
erah oleh pejabat yang berwe­
nang karena bertentangan de­
ngan kepentingan umum dan/ 
atau peraturan perundang-un­
dangan yang Jebih tinggi ting­
katannya 



pengawasan umum 

pengawasan umum pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat terhadap segala kegiatan 
pemerintah daerah untuk menja­
min penyelenggaraan pemerin­
tahan daerah dengan baik. Peng­
awasan umum dilakukan oleh 
Menteri Dalam Negeri , Guber­
nur , Bupati, Walikotamadya se­
bagai wakil pemerintah pusat di 
daerah yang bersangkutan 

penghubung bupati lihat pembantu 
bupati 

penghubung gubemur lihat pem­
bantu bupati 

penghubung walikotamadya lihat 
pembantu bupati 

penghuni negara lihat penduduk 

penguasa tunggal lihat presiden 
dan kepala daerah 

peninjau rapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mereka yang hadir dalam 
rapat Dewan Perwakilan Rakyat 
tanpa undangan Pimpinan DPR 

penjabat presiden lihat akting pre­
siden 

penjara lihat Lembaga Pemasyara­
katan 

penuntut umum lihat jaksa 

penyalahgunaan kekuasaan penggu­
naan kekuasaan yang bertentang­
an dengan ketentuan hukum dan/ 
atau kewajiban sosial atau moral 
yang berlaku dalam lingkungan 
masyarakat tertentu 
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Peraturan Presiden 

penyalahgunaan wewenang lihat 
penyalahgunaan kekuasaan 

perangkat desa alat kelengkapan 
pemerintahan desa yang terdiri 
dari sekretariat desa atau kepala­
kepala dusun 

perangkat kelurahan alat kelengkap­
an pemerintah kelurahan yang 
terdiri dari sekretariat kelurahan 
dan kepala-kepala lingkungan 

Peraturan Daerah nama peraturan 
perundang-undangan tingkat da­
erah yang ditetapkan oleh Kepa­
la Daerah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Da­
erah 

Peraturan Pemerintah nama bentuk 
peraturan perundang-undangan 
yang dibuat atau ditetapkan oleh 
presiden untuk melaksanakan 
undang-undang 

Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang nama bentuk 
peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh presiden 
dalam hal ihwal kepentingan 
yang memaksa. Peraturan peme­
rintah pengganti undang-undang 
mempunyai derajat yang sama 
dengan undang-undang 

Peraturan Pusat peraturan perun­
dang-undangan yang dikeluarkan 
oleh alat perlengkapan negara 
tingkat pusat atau aparatur pusat 

Peraturan Presiden peraturan yang 
dikeluarkan oleh presiden untuk 



peraturan setempat 

melaksanakan Penetapan Presi­
den. Jadi , derajatnya sama de­
ngan Peraturan Pemerintah 
Peraturan ini , sejak keluarnya 
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 
1966, tidak dibenarkan dibuat 
lagi 

peraturan setempat peraturan per­
undang-undangan yang dikeluar­
kan oleh alat perlengkapan ne­
gara tingkat daera)1 atau aparatur 
daerah 

perbandingan hukum tata negara 
cabang ilmu hukum yang dengan 
mempergunakan metode perban­
dingan berusaha membanding­
kan satu atau beberapa aspek hu­
kum tata negara dua negara atau 
lebih 

perdana menteri ketua kabinet/de­
wan menteri 

perebutan kekuasaan W1at Kup 
dan Putsch 

pergerakan nasional pergerakan 
bangsa Indonesia untuk meng­
usir penjajah di Indonesia 

perhitungan suara lihat pemungut­
an suara 

perintis kemerdekaan orang-orang 
yang ikut serta mencapai Indo­
nesia merdeka 

perjanjian bilateral 1. Peijanjian 
internasional yang dibuat oleh 
dua pihak subjek hukum inter­
nasional dan hanya mengakibat­
kan hak-hak dan kewajiban an-
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personan non-grata 

tara para pihak yang mengada­
kan peijanjian itu; 2. Perjanjian 
yang diadakan antara dua negara 
yang menimbulkan hak-hak dan 
kewajiban bagi negara-negara 
yang bersangkutan. Contoh: Per­
janjian Republik Indonesia de­
ngan Republik Rakyat Cina, me­
ngenai Dwi Kewarganegaraan , 
tahun 1954 

perjanjian multilateral suatu perjan­
jian yang diadakan antara ba­
nyak negara. Contoh: Konvensi 
Jenewa tahun 1949, mengenai 
perlindungan korban perang 

perlindungan konstitusional jamin­
an-jaminan perlindungan bagi 
setiap orang menuru t ketentuan­
keten tuan konstitusi 

pemyataan kemerdekaan lihat 
Proklamasi 

Persekemakmuran perserikatan an­
tara Kerajaan lnggris dengan ne­
gara-negara bekas jajahannya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa organi­

sasi negara-negara dibentuk sete­
lah Perang Dunia kedua pada 
tanggal 24 Oktober 1945. De­
ngan terbentuknya PBB , maka 
Liga Bangsa-Bangsa bubar 

personan non-grata suatu sikap poli­
tik yang dilaksanakan oleh suatu 
pemerintah kepada seorang war­
ga negara asing yang berada di 
wilayah negara tersebut dan 
mempunyai kekebalan diploma­
tik 



pertanggungjawaban 

pertanggungjawaban suatu laporan 
yang diberikan oleh seseorang 
pejabat negara sebagai pertang­
gungjawaban mengenai pclaksa­
naan t ugasnya. Pe rtan ggungja­
waban itu, ada dua mac am: Per­
tanggungjawaban dalam art i luas 
adalah pertanggungjawaban y:mg 
disertai dengan sanksi dan pcr­
tanggungjawaban dalam arti scm­
pit adalah pcrtanggun gjawaba n 
yang t idak dise rt ai sanksi 

pertanggungjawaban dalam arti luas 
pertanggungjawaban yang diser­
tai dengan sanksi 

perwakilan distrik lihat sistem dis­

trik 

perwakilan proporsional lihat sis­
tem proporsional 

petisi suatu pernyataan te rtulis 
yang biasanya bclisi tuntutan 
ten tan g sesuatu hal yang diaju­
kan oleh seseo rang atau sekelom­

pok o rang 

pewarganegaraan lihat naturalisasi 

Piagam Kerja dokumen politik hasil 
rumusan se mbilan orang tokoh 
nasional pada tanggal 22 J uni 
1945 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rak­
yat alat kelengkapan Dewan Per­
wakilan Rakyat dan merupakan 
satu kesatuan pimpinan yang 
bersifat kolektif serta mencer­
minkan fraksi-fraksi 

Pimpinan Majelis Permusyawaratan 
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presiden 

Rakyat alat kclengkapan Majelis 
Pe rmusyawara tan Rakyat dan 
merupakan satu kcsatuan pim­
pina n yang be rsifat kolektif serta 
mencerminkan l'raksi-fraksi 

plebisit pemungutan suara secara 
langsung oleh rakyat untuk mc­
nen tukan suatu masalah tetlen­
tu. Pemungutan suara Jlu dapat 
bcrsifat memutus atau sckedar 

saran pacla badan legislatif 

pokrol lihat advokat 

polis lihat negara kota 

polisi pamongpraja perangkat wila­
yall yang bertugas mcmbantu 
kepala wilayah dalam menye­
lenggarakan pcmerin tahan khu­
susnya dala m melaksa.nakan we­
wenang, tugas , dan kewa.jiban 
di bidang pemerinta.han umum 

politea scgala hal ihwal mcngcnai 
negara 

polites warga kota; Lihat warga ne­
gara 

politik I. pengeta.huan mengenai 
kenegaraan ; 2. kcbijaksanaan 
mengenai peme rin ta.han su atu 
negara atau tcrhadap negara lain 

politika pengetahuan tentang nega-

ra 

politikus ahli ncga ra 

polititus a.hli poli tik 

preambul lihat mukadimah 

presiden 1. nama lcmbaga tinggi ne-
gara yang menjalank an/ melaksa-



predium 

nakan fungsi eksokutif; 2. peja­
bat yang memegang dan menye­
lenggarakan pemerintahan nega­
ra tertinggi di bawah MPR; 3. ke­
pala negara dalam suatu negara 
republik 

predium jabatan ketua yang dipe­
gang oleh lebih dari satu orang 
sebagai satu kesatuan 

Presidium Sovyet Tertinggi badan 
pemegang dan · pelaksana kekua­
saan eksekutif di Sovyet Unit di 
samping dewan menteri. Presidi­
um Sovyet Tertinggi dipilih oleh 
Sovyet Tertinggi, ketua presi­
dium disebut presiden 

proklamasi pernyataan Kemerdeka­
an Bangsa Indonesia oleh Soe­
karno - Hatta pada tanggal 17 
Agustus 1945 
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Putusan Majelis 

propinsi wilayah yang dikepalai 
oleh seorang gubernur. Wilayah 
propms1 dibagi dalam wilayah­
wilayah kabupaten dan kota­
madya 

proteksi konstitusionaJ lihat per­
lindungan konstitusional 

protektorat suatu negara dalam per­
lindungan negara lain 

Putsch perebutan kekuasaan pada 
pemerintahan tingkat daerah 

Putusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Karya Majelis Permusya­
waratan Rakyat dalam bidang 
perundang-undangan yang dapat 
berbentuk Keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan/ 
atau Ketetapan Majelis Permu­
syawaratan Rakyat 



raja kepala negara suatu kerajaan 

rangkap jabatan lihat jabatan rang­
kap 

rapat dengar pendapat Dewan Per­
wakilan Rakyat rapat antara ko­
misi , gabungan komisi, atau pa­
nitia khusus dengan pejabat pe­
merintah yang mewakili instan­
sinya, baik atas undangan pim­
pinan DPR maupun atas permin­
taan pejabat yang bersangkutan 

rapat dengar pendapat umum De­
wan Perwakilan Rakyat ra pat 
antara komisi, gabungan komisi, 
atau panitia khusus dengan per­
orangan, kelompok, organisasi, 
atau badan swasta, baik atas 
undangan pimpinan DPR mau­
pun atas permintaan yang ber­
sangkutan 

rapat paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat rapat anggota DPR yang 
dipimpin oleh pimpinan DPR 
dan merupakan forum tertinggi 
dalam melaksanakan wewenang 
dan tugas DPR 

R 
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rapat paripurna luar biasa Dewan 
Perwakilan Rakyat rapat pari­
puma yang diadakan dalam rna­
sa reses 

rapat terbuka Dewan Perwakilan 
Rakyat rapat yang selain dihadiri 
oleh para anggota Dewan Perwa­
kilan Rakyat juga dapat dihadiri 
oleh bukan anggota DPR, baik 
diundang maupun tidak 

rapat tertutup Dewan Perwakilan 
Rakyat rapat yang hanya bolch 
dihadiri oleh anggota Dewan Per­
wakilan Rakyat dan mereka 
yang diundang 

ratu lihat raja 

referendum cara pengawasan lang­
sung oleh rakyat dengan memin­
ta pendapat rakyat secara lang­
sung mengenai suatu keputusan 
sebelum keputusan tersebut ber­
laku_ Merupakan suatu cara un­
tuk meminta pendapat rakyat 
secara langsung mengenai pro­
duk legislatif 



referendum fakultatif 

referendum fakultatif meminta pen­
dapat rakyat secara langsung itu 
tidak diwajibkan (tergantung da­
ri keputusan penguasa) menge­
nai sesuatu, biasanya dalam pe­
netapan undang-undang 

referendum obligatur meminta pen­
dapat rakyat secara langsung itu 
diwajibkan dalam mengubah se­
suatu, biasanya terhadap per­
ubahan konstitusional 

Rencana Pembangunan Lima Tahun 
lihat Pembangunan Lima Tahun 

republik bentuk pemerintahan yang 
kepala negaranya tidak turun-te­
murun , melainkan dipilih untuk 
jangka waktu tertentu. Suatu 
bentuk pemerintahan yang dike­
palai oleh presiden 

Republik Indonesia negara yang di­
proklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945 

Republik Indonesia Serikat negara 
Indonesia yang terdiri dari tang­
gal 27 Desember 1949 sampai 
tanggal 17 Agustus 1950 

Republik Pancasila lihat negara In­
donesia dan Republik Indonesia 

repudiasi hak yang diberikan kepa­
da seseorang untuk mengajukan 
pernyataan melepaskan kewarga­
negaraan yang diperoleh dari 
suatu negara 
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rumah tangga material 

reses masa kegiatan DPR di luar 
masa sidang yang dilakukan oleh 
para anggota DPR secara perse­
orangan atau kelompok, teruta­
ma di luar gedung DPR untuk 
melaksanakan kunjungan kerja 

rediden lihat pembantu bupati 

resolusi suatu pernyataan tertulis 
yang biasanya berisi tuntutan 
tentang sesuatu hal yang diaju­
kan oleh DPR/MPR 

rikol menarik kembali wakil atau 
wakil-wakil yang duduk dalam 
badan perwakilan sebelum habis 
masa jab a tan oleh organisasinya 

risalah rapat catatan rapat yang di­
buat secara lengkap dan berisi 
seluruh jalannya pembicaraan 
yang dilakukan dalam rapat 

rukun kampung organisasi masyara­
kat nonpemerintah di bawah 
des a 

rukun tetangga organisasi masyara­
kat nonpemerintah di bawah ru­
kun kampung/rukun warga 

rukun warga organisasi masyarakat 
· nonpemerintah di bawah kelu ­

rahan 

rumah tangga formal lihat sistem 
otonomi formal 

rumah tangga material lihat sistem 
otonomi material 



Sang Merah Putih lihat Bendera ne­
gara 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rak­
yat bagian dari perangkat peme­
rintah yang bertugas tetap pada 
DPR dan berkedudukan sebagai 
kesekretariatan lembaga tinggi 
negara 

sekretaris daerah pimpinan Sekreta ­
riat Daerah sebagai unsur staf 
yang membantu kepala daerah 
dalam menyelenggarakan peme­
rinta11an daerah 

sekretaris desa pimpinan Sekretariat 
Desa sebagai unsur pembantu 
kepala desa dalam menjalankan 
wewenang dan kewajiban pim­
pinan pemerintahan desa 

sekretaris Dewan Perwakilan Rak­
yat pimpinan Sekretariat DPRD 
sebagai unsur staf yang memban­
tu Pimpinan DPRD dalam me­
nyelenggarakan tugas dan kewa­
jibannya 

sekretaris jenderal Dewan Perwakil-

s 
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an Rakyat orang yang memim­
pin Sekretariat DPR yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertang­
gung jawab kepada Pimpinan 
DPR. Sekretaris jenderal DPR di­
angkat dan diberhentikan oleh 
presiden atas pertimbangan/ usul 
DPR 

sekretaris kabinet pimpinan Sekre­
tariat Kabinet sebagai unsur staf 
yang membantu kabinet dalam 
menyelenggarakan tu gas dan ke­
wajibannya 

sekretaris kelurahan pimpinan Sek­
retariat Kelurahan sebagai unsur 
staf yang membantu kepala ke­
lurahan dalam menjalankan tu­
ga·s dan wewenang pimpinan pe­
merintahan kelurahan 

sekretaris negara pimpinan Sekre­
tariat Negara sebagai unsur staf 
yang membantu presiden dalam 
menyelenggarakan tugas dan ke­
wajibannya 

sekretaris wilayah lih at sekretaris 
daerah 



senat 

senat badan perwakilan dari negara­
negara bagian dalam suatu nega­
ra serikat 

serikat negara-negara .lihat negara 
konfederasi 

sidang istimewa majelis sidang-si­
dang yang diadakan di luar si­
dang umum 

sidang umum majelis sidang yang 
diadakan pada permulaan masa 
jabatan keanggotaan majelis 

sistem banyak partai siste m kepar­
taian, yang di dalam negara/par­
lemen/badan perwakilan rakyat 
yang terdapat bermacam-macam 
partai politik (Iebih dari dua) 

sistem distrik suatu sistem pem.ilih­
an umum di mana wilayah ne­
gara dibagi atas dist1ik-distrik 
pcmilihan yang jumlalmya sama 
dc ngan kursi yang l1endak dipe­
rc butkan dalam badan pcrwak.il­
an r:.~kyat 

sistem dua kamar lihat bikameral 

sis tern dua partai sistem kepartaia.n, 
di mana di dalam negara atau 
badan pcrwakilan rakyat/parle­
men hanya ada dua partai politik 
yang me mpunyai pengaruh da­
lam arti mempunyai peranan 
yang menentukan dalam kehi­
dupan politik 

sistem multipartai lihat sistem ba­
nyak partai 

sistem pemerintahan campuran sis-
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suara terbanyak biasa 

tern pemerintahan yang mengan­
dung segi-segi presidensial dan 
parlementer 

sistem pemerintahan Pancasila li­
hat demokrasi Pancasila 

sistem pemerintahan parlementer 
lihat kabinet parlementer 

sistem proporsional sistem pem.ilih­
an umum di mana seluruh wila­
yah negara merupakan satu da ­
erah pem.ilil1an 

sistim satu kamar lihat monokame­
ral 

sistem satu partai sistem kepartaian, 
di mana di dalam suatu negara 
atau badan perwakilan rakyat 
hanya ada satu partai politik 
yang diakui a tau hanya ada sat u 
partai politik yang mempunyai 
peranan mcnen tukan dalam kc­
hidupan politik 

Sovyet Bangsa-Bangsa badan legisla ­
tif di Sovyet Uni sebagai bagian 
dari Sovyet Tertinggi dan meru­
pakan pe rwak.i lan u tusan-utusan 
negara-negara bagian 

Sovyet Tertinggi badan legislatif di 
Sovyet Uni yang terdiri dari De­
wan Sovyet Uni dan Sovyet 
Bangsa-Bangsa, yang memilih 
Presidium Sovye t Tertinggi 

suara mayoritas mutlak lihat suara 
terbanyak mutlak 

suara terbanyak biasa cara peng­
ambilan putusan berdasarkan 



suara terbanyak ditentukan 

jumlah suara paling banyak 

suara terbanyak ditentukan cara 
pengambilan putusan berdasar­
kan jumlah suara yang telah di­
ten tukan , misalnya 2/3, 3/4 

suara terbanyak mutlak cara peng­
ambilan putusan berdasarkan 
jumlah suara setengah ditambah 
satu sekurang-kurangnya 

sultan kepala negara kesultanan 

supra struktur politik badan-badan 
ketatanegaraan yang mempunyai 
kedudukan di dalam organisasi 
negara sebagai bagian yang me­
nentukan aral1 dan haluan dan 
haluan negara, sebagai bagian 
yang memimpin penyelenggara­
an usaha negara, sebagai bagian 
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Surat Perintah Sebelah Maret 

yang mcmegang dan menjalan­
kan kebijaksanaan umum dari 
negara. Menurut UUD 1945 , ba­
dan -badan ini terdiri dari MPR. 
DPR , Presiden , DPA, BAPEKA 
dan Mahkamah Agung 

Surat Perintah Sebelas Maret surat 
perintah yang diberikan oleh 
Presiden Soekarno kepada Let­
nan Jenderal Soeharto , Panglima 
Angkatan Darat, pada tanggal 11 
Maret 1966 untuk mengambil se ­
gala tindakan yang dianggap per­
lu untuk terjaminnya keamanan 
dan ketenangan serta kestabilan 
jalannya pemerintahan dan jalan­
nya revolusi se rta menjamin ke­
selamatan pribadi dan kewibawa­
an Pimpinan Negara (Presiden) 



Majelis Perubahan 

Majelis Perubahan Undang-Undang 
Dasar badan yang ada menurut 
UUDS 1950 yang berwenang 
mengubah UUDS 1950. Badan 
ini beranggotakan anggota-ang­
gota DPRS dan anggota-anggota 
Komite Nasiona1 Indonesia Pusat 
yang tidak menjadi anggota 
DPRS 

Majelis Ulama lembaga masyarakat 
non-pemerintah yang terdiri dari 
kaum ulama Islam 

Maklumat Pemerintah pengumum­
an yang dikeluarkan oleh peme­
rintah, seperti maklumat tanggal 
14 Nopember 1945 tentang per­
ubahan pertanggungjawaban 
menteri, yaitu tidak lagi kepada 
Presiden, tetapi kepada Badan 
Pekerja Komite Nasional Indo­
nesia Pusat. Sejak itu menteri 
bukan lagi pembantu presiden 
seperti dalam pasal 17 UUD 
1945 

Maklumat Presiden pengumuman 
yang dikeluarkan oleh presiden, 
seperti maklumat tanggal 29 Ju­
ni tentang pengambilan kembali 
kekuasaan pemerintah oleh Pre­
siden dari tangan kabinet 

Maklumat Wakil Presiden No. X. 
pengumuman yang dikeluarkan 
oleh Wakil Presiden pada tanggal 
16 Oktober 1945 tentang per­
ubahan status KNPI dari badan 
yang bertugas membantu Presi­
den menjadi kekuasaan MPR 
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menteri adinterim 

(dalam hal penetapan GBHN) 
dan DPR bersama-sama dengan 
Presiden 

Mandataris Majelis Presiden adalah 
sebagai Mandataris Majelis Per­
musyawaratan Rakyat 

Manifesto Politik nama garis-garis 
hesar haluan negara yang diambil 
dari amanat Presiden Soekarno 
tanggal 17 Agustus 1959 yang 
berjudul "Penemuan Kembali 
Revolusi Kita" 

Marhaen nama yang diberikan oleh 
Bung Karno kepada kelompok 
petani kecil, buruh kecil, nela­
yan kecil di Indonesia 

Marhaenis orang-orang yang terma­
suk dalam golongan Marhaen 

Marhaenisme pal1am aliran Marhae­
nis 

masa sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat masa kegiatan Dewan 
Perwakilan Rakyat yang teruta­
ma dilakukan di dalam gedung 
Dewan Perwakilan Rakyat 

melampaui wewenang melakukan 
tindakan di luar kekuasaan yang 
telah ditentukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
te rtentu 

menteri pemimpin departemen pe­
merintahan diangkat dan diber­
hentikan oleh Presiden serta ber­
tanggung jawab kepada presiden 

menteri adinterim menteri yang 



menteri eksofisio 

menjabat menteri lain yang ber­
halangan sementara 

menteri eksofisio menteri yang me­
rangkap jabatan menteri lain se­
lama menterinya belum diangkat 

menteri koordinator menteri negara 
yang mengkordinasi beberapa 
menteri 

menteri muda menteli yang tidak 
memegang suatu departemen, te­
tapi mempunyai bidang tugas 
tertentu 

menteri negara menteri yang tidak 
memegang suatu departemen 

mobokrasi suatu pemerintal1an 
yang dipegang dan dipimpin oleh 
rakya t jelata yang tidak tahu sc­
luk-bcluk pemerin tahan 

monarki liha t kerajaan 
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musyawarah mufakat 

monarki absolut lihat kerajaan ab­
solut 

mona kameral sistem lembaga per­
wakilan rakyat yang terdiri dari 
satu kamar 

monarki konstitusional lihat kera­
jaan konstitusional 

mosi percaya clukungan parlemen 
terhadap kabinet dalam sistem 
pemerintahan parlementer 

mosi tidak percaya parlemen tidak 
memberikan clukungan terhadap 
kabinet clalam sistem pemerin­
tahan parlementer 

mukadimah bagian clari suatu Un­
dang-Unclang Dasar yang me ­
muat pokok-pokok pikiran me­
ngenai kehidupan bcrncgara dari 
ncgara yang bcrsa ngkutan 

musyawarah mufakat liha t aklama­
si 



senat 

senat badan perwakilan dari negara­
negara bagian dalam suatu nega­
ra serikat 

serikat negara-negara .lihat negara 
konfederasi 

sidang istimewa majelis sidang-si­
dang yang diadakan di luar si­
dang umum 

sidang umum majelis sidang yang 
diadakan pada permulaan masa 
jabatan keanggotaan majelis 

sistem banyak partai sistem kepar­
taian, yang di clalarn negara/ par­
lcmen/badan perwakilan rakyat 
yang tcrdapat bermacam-macam 
partai politik (lebih dari clua) 

sistem distrik suatu sistem pemilih­
an umum di mana wilayah nc­
gara clibagi atas distrik-d istrik 
pcmilihan yang jumlalmya sama 
dcngan kursi yang henclak dipc­
rcbutkan dalam badan pcrwakil­
an rakyat 

sistem dua kamar lihat bikameral 

sis tern dua partai sistc m kepartaian, 
eli mana eli dalam negara atau 
baclan pcrwakilan rakyat / parle­
men hanya ada clua partai politik 
yang mempunyai pengaruh eta­
lam arti mempunyai peranan 
yang menentukan dalam kehi­
clupan politik 

sistem multipartai lihat sistem ba­
nyak partai 

sistem pemerintahan campuran sis-
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suara terbanyak biasa 

tern pemerintahan yang mengan­
clung segi-segi presidensial dan 
parlementer 

sistem pemerintahan Pancasila li­
hat demokrasi Pancasila 

sistem pemerintahan parlementer 
lihat kabinet parlementer 

sistem proporsional sistem pemilill­
an umum eli mana seluruh wila­
yah negara merupakan satu da­
erah pemilihan 

sistim satu kamar lihat monokame­
ral 

sistem satu partai sistem kepartaian , 
eli mana eli dalam suatu negara 
atau badan perwakilan rakyat 
hanya ada satu partai politik 
yang diakui atau hanya ada satu 
partai politik yang mempunyai 
pcranan menentukan dalam kc­
hidupan politik 

Sovyet Bangsa-Bangsa badan legisla­
tif eli Sovyet Uni sebagai bagian 
dari Sovyet Tertinggi dan meru­
pakan perwakilan utusan-utusan 
negara -negara bagian 

Sovyet Tertinggi badan legislatif eli 
Sovyet Uni yang terdiri dari De­
wan Sovyet Uni dan Sovyet 
Bangsa-Bangsa, yang memilih 
Presidium Sovyet Tertinggi 

suara mayoritas mutlak lihat suara 
terbanyak mutlak 

suara terbanyak biasa cara peng­
ambilan putusan berdasarkan 



suara terbanyak ditentukan 

jumlah suara paling banyak 

suara terbanyak ditentukan car:! 
pengambilan putusan berdasar­
kan jumlah suara yang telah eli­
ten tukan , misalnya 2/3, 3/4 

suara terbanyak mutlak cara peng­
ambilan putusan berdasarkan 
jumlah suara setengah ditambah 
satu sekurang-kurangnya 

sultan kepala negara kesultanan 

supra struktur politik badan-badan 
ketatanegaraan yang mempunyai 
kedudukan di daJam organ isasi 
negara sebagai bagian yang me­
nen tukan arah dan haluan dan 
haluan negara , sebagai bagian 
yang memimpin penyelenggara­
an usaha negara, sebagai bagian 
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Surat Perintah Sebelah Maret 

yang memegang dan menjalan­
kan kebijaksanaan umum dari 
negara. Menurut UUD 1945, ba· 
dan-badan ini terdiri dari MPR , 
DPR , Presiden , DPA , BAPEKA 
dan Mahkamah Agung 

Surat Perintah Sebelas Maret sural 
perintah yang diberikan oleh 
Presiden Soekarno kepacla Le t­
nan Jenderal Soeharto , Panglima 
Angkatan Darat , pada tanggal l J 
Maret 1966 untuk mengambil se­
gala tindakan yang dianggap per­
lu untuk terjaminnya keamanan 
dan ketenangan serta kestabilan 
jalannya pemerintahan dan jalan­
nya revolusi serta menjamin ke­
selamatan pribadi dan kewibawa­
an Pimpinan Nega ra (Presiden) 



tahun sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat dimulai tanggal 16 Agus­
tus dan diakhiri tanggal 15 Agus­
tus tahun berikutnya yang terba­
gi dalam empat masa persidang­
an . Tiap mas a persidangan , meli­
puti masa sidang dan masa rescs 

Tambahan Berita Negara lembaran 
resmi yang dikeluarkan oleh nc­
gara yang memuat penjelasan 
peraturan perundang-undangan 
yang diumumkan dalam berita 
negara 

Tambahan Lembaran Negara lem­
baran resmi yang dikeluarkan 
oleh negara yang memuat penje­
lasan · peraturan perundang-un­
dangan yang diundangkan dalam 
Lembaran Negara 

tata negara perbandingan lihat per­
bandingan hukum tatanegara 

teokrasi bentuk pemerintahan yang 
kepala negaranya dianggap wakil 
atau mewakili Tuhan di dunia 

T. 
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timokrasi pemerintal1an yang dida­
sarkan atas kekayaan belaka 

tindakan kepolisian pemanggilan se­
hubungan dengan tindak pidana 
yang menyangkut anggota MPR/ 
DPR/DPRD, kepala wilayal1 pro­
pinsi/ibukota negara , meminta 
keterangan tentang tindak pida­
na , penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan 

tirani pemerintahan yang dipegang 
oleh seorang tiran yang · bertin­
dak sewenang-wenang 

traktat lihat Perjanjian bilateral/ 
multilateral 

tugas pembantuan tugas untuk tu­
rut serta melaksanakan urusan 
pemerintahan yang ditugaskan 
kepada pemerintah daeral1 oleh 
pemerintah pusat atau pemerin­
tah daeral1 yang lebili atas de­
ngan kewajiban mempertang­
gungjawabkannya kepada yang 
menugaskannya 



undangan rapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mereka yang bukan ang­
gota DPR yang hadir dalam ra­
pat DPR atas undangan pimpin­
an DPR atau anggota DPR yang 
bukan anggota suatu alat keleng­
kapan DPR 

undang-undang nama bentuk per-
aturan perundang-undangan 
yang dibentuk atau dibuat Presi­
den dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat 

undang-undang dalam arti formal 
undang-undang yang dilihat dari 
tata cara pembentukannya . Di 
Indonesia undang-undang diben­
tuk oleh Presiden dengan perse­
tujuan Dewan Perwakilan Rak­
yat 

undang-undang dalam arti material 
peraturan perundang-undangan 
yang dilihat dari isinya meng­
ikat umum dan dibuat oleh lem­
baga-lembaga negara atau lemba­
ga pemerintahan yang mempu-

u 
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nyai wewenang perundang-un­
dangan 

undang-undang darurat lihat per­
aturan pemerintah pengganti 
undang-undang 

undang-undang darurat federal na­
ma bentuk peraturan perundang­
undangan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia 
Serikat dalam keadaan memaksa 
yang mempunyai derajat sama 
dengan undang-undang federal 

undang-undang dasar hukum dasar 
tertulis yang tersusun dalam se­
buah naskah yang khusus 

undang-undang dasar fleksibel un­
dang-undang dasar yang tata cara 
perubahannya sama seperti per­
ubahan undang-undang 

undang-undang dasar rigid undang­
undang dasar yang tata cara per­
ubahannya menghendaki prose­
dur khusus berbeda dengan un­
dang-undang 



Undang-Undang Dasar 

Undang-Undang Dasar Proklamasi 
unl.!Jng-u ndang dasar yang untuk 
pertama kali ditetapkan oleh 
PPKJ pada tanggal 18 Aguslus 
1945 dan yang berlaku kembali 
dengan Dekrit Presiden tangga1 
5 Juli 1959 

Undang-Undang Dasar 1945 lihat 
Undang-Undang Dasar Proklama­
si 

Undang-Undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia Serikat Un­
dang-undang Dasar yang berlaku 
pad a masa Re publik Indonesia 
Serikat (27 Desember 1949--
17 Agustus 1950) 

Undang-Undang Dasar Sementara 
1949 lihat Undang-Undang Da­
sar Sementara Republik Indone­
sia Serikat 

Undang-Undang Dasar Sementara 
1950 Undang-Undang Dasar 
yang berlaku dalam Negara Ke­
satuan Republik Indonesia mulai 
tanggal 17 Agustus 1950 sampai 
tanggal 5 1 uli 19 59 

undang-undang federal undang-un­
dang pada masa Republik Indo­
nesia Serikat yang ditetapkan 
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utusan daerah 

•.J1eh pemerintah federal dengan 
persetujuan DPR dan atau senat 
federal 

undang-undang negara bagian un­
dang-undang yang dibuat oleh 
pemerintah bersama DPR negara 
bagian 

undang-undang organik undang-un­
dang yang pembentukannya di­
perintahkan oleh undang-undang 
dasar atau oleh peraturan per­
undang-undangan lain 

undang-undang tidak dapat digang­
gu gugat suatu undang-undang 
tidak dapat diuji/dinilai, baik se­
cara formal maupun material 

urusan pemerintahan umum urusan 
pemerintahan yang meliputi bi­
dang-bidang ketenteraman dan 
ketertiban, politik , kordinasi , 
pengawasan , dan urusan peme­
rintahan lainnya yang tidak ter­
masuk urusan rumah tangga da­
erah 

utusan daerah Anggota Majelis Per­
musyawaratan Rakyat sebagai 
utusan daeral1 tingkat I yang di­
pilih oleh DPRD tingkat I ter­
masuk Kepala Daerah Tingkat I 
karena jabatannya 



v 
V olksraad bad an perwakilan raky at pada masa Hindia Belanda 
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wakil gubemur wakil kepala wila­
yah propinsi 

wakil kepala daerah wakil kepala 
daeral1 tingkat I a tau tingkat II 

wakil presiden wakil kepala negara 

wakil rakyat mereka yang duduk 
sebagai anggota badan perwakil­
an rakyat 

wali kota kepala wilayah kota admi­
nistratif 

wali kotamadya kepala wilayal1 ko­
ta madya 

wali negara kepala negara dari nega­
ra bagian Republik Indonesia Se­
rikat 

warga negara orang-orang, baik ber-

w 

57 

dasarkan keturunan/tempat kela­
hiran/pewarganegaraan, menjadi 
warga dari suatu negara 

warga negara asing orang-orang 
yang bukan warga negara suatu 
negara 

Wawasan Nusantara wawasan dalam 
menca pai tujuan nasional yang 
mencakup perwujudan kepulau­
an nusantara sebagai satu kesatu­
an politik, sosial budaya, ekono­
mi, dan pertahanan keamanan 

wedana lihat pembantu bupati 

wilayah administratif lingkungan 
kerja perangkat pemerintah pu­
sat yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan umum di daerah 



yudikatif lihat kekuasaan kehakim­
an 

yurisdiksi lingkungan wewenang, 
hak, kewajiban, serta tanggung 
jawab dalarn suatu wilayah ter­
tentu dan atau dalam suatu ling-

y 

58 

kungan kerja tertentu 

yurisprudensi kumpulan putusan 
pengadilan di bidang hukum 
yang telah memperoleh kekuat­
an hukum yang tetap dan dikem­
bangkan oleh Peradilan 



z 
zaken kabinet suatu kabinet ekstra-
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parlementer yang dibentuk ber­
dasarkan keahlian 




